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PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
dana  alokasi  khusus fisik, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap petunjuk teknis dana alokasi
khusus fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023,
perubahan  atas Lampiran Peraturan Presiden
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi
dengan Kementerian/Lembaga dan Kementerian
Perencanaa Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun Anggaran 2023;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6827);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 29);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan 14 tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
193);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

1. Mengubah Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun Anggaran 2023 pada bagian Tematik Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun 2023, Bidang Kesehatan, Bidang
Pertanian, dan Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29), sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran
2023 terkait tematik dan bidang yang sedang dilakukan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilanjutkan
berdasarkan Peraturan Menteri ini.



2023, No.473

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK

TEMATIK DAK FISIK TAHUN 2023

L. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2023

1.1.  Arah Kebijakan

Analisis Arah Kebijakan:

1. Pembangunan  kelengkapan  Destinasi  Pariwisata  Prioritas yang
didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)] Penugasan Tematik
I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan Tema RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

2. Kebijakan dalam RKP tahun 2023 yang menjadi acuan yaitu bahwa
pembangunan pariwisata, termasuk Major Project Destinasi Pariwista
Prioritas, diarahkan untuk mendukung pemulihan dunia usaha.

3. Pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas pada DAK Penugasan Tematik
I tahun 2023 akan difokuskan pada pengembangan B4 daya tarik wisata
terintegrasi yang didukung pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM), pengembangan sentra industri kecil dan menengah,
peningkatan aksesibilitas jalan, perbaikan sarana pengelolaan sampah, dan
pembangunan (revitalisasi pasar tematik dalam satu kawasan yang
terintegrasi.

4. Manfaat yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan DAK Penugasan
Tematik I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu mendukung
pemulihan usaha dan pengembangan pariwisata berkualitas dan
berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator meningkatnya
produktivitas ekonomi masyarakat dan PDB sektor pariwisata.

5. Pelaksanaan DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata
Prioritas merupakan bagian dari pengembangan pariwisata yang tematilk,
holistik, integratif dan spasial yang dikawal melalui Major Project Destinasi
Pariwisata Prioritas, dimana DAK merupakan salah
satu bentuk pendanaan untuk pengembangan destinasi pariwisata yang
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah.

6. Pelaksanaan DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata

Prioritas diarahkan untuk meningkatkan daya dukung DTW dan praktik

berkelanjutan pada penerapan sirkular ekonomi.

1.
1.
1.

Perumusan Arah Kebijakan

DAK Fisik Peugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

mendukung:

1. Pemulihan dunia usaha;

2. Pelaksanaan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas;

3. Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata di kawasan inti destinasi
pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024 dan pengembangan daya tarik
wizata di kawasan penunjang destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN
2020-2024;

www.peraturan.go.id
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4. Peningkatan diversifikasi atraksi dan amenitas pariwisata untuk
meningkatkan lama tinggal (length of stay), pengeluaran harian wisatawan
(daily spending), dan daya dukung lingkungan dalam mendukung pariwisata
berkualitas dan berkelanjutan;

5. dan Peningkatan jumlah dan omzet UMKM dan industri kecil menengah yang
mendukung rantai pasok pariwisata dalam suatu ekosistem destinasi
pariwisata.

1.1.2. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a. Terbangunnya 84 Daya Tarik Wisata (DTW) beserta peningkatan kualitas
amenitas dan atraksi.
b. Beroperasinya 84 sentra IKM dan 64 PLUT penunjang pariwisata.
c. Terbangunnya 3 pasar wisata.
d. Ruas jalan dalam koridor menuju DTW dalam kondisi mantap.
e. Tersedianya layanan pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan
di DTW.
2. Sasaran
a. Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata prioritas secara
terintegrasi lintas sektor
b. Peningkatan rantai pasok pariwisata dengan perdagangan, sentra IKM,
dan UMKM
c. Peningkatan kualitas jalan menuju DTW
d. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan peningkatan pengendalian
lingkungan pada DTW.

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

DAK Fisik Bidang Pariwisata

a. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan
Perairan:
1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
2) Fasilitas Kebersihan;
3) Penataan Lansekap dan Perlengkapannya;
4) Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater,
5) Dive Center dan Peralatannya;
6) Surfing Center dan Peralatannya;
7) Titik Labuh/Singgah Kapal Yacht dan Perlengkapannya;
8) Dermaga Wisata;
9) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
10) Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata;
11) Fasilitas Umum;
12) Fasilitas Aksesibilitas;
13) Visibilitas Geopark; dan
14) Perahu Wisata.

b. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari):
1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
2) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
3) Fasilitas Kebersihan;
4) Penataan Lansekap dan Perlengkapannya;
5) Panggung Kesenian/Pertunjukkan/Amphiteater;
6) Fasilitas Hiking;
7) Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata;
8) Fasilitas Umum;
9) Fasilitas Aksesibilitas; dan

1.
1.
|
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10} Visibilitas Geopark.
c. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan
Perkotaan:
1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
2) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
3) Fasilitas Kebersihan;
4] Penataan Lansekap dan Perlengkapannya;
5) Panggung Kesenian/Pertunjukkan/Amphiteater;
6) Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata;
7) Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata;
8) Fasilitas Umum;
9) Fasilitas Aksesibilitas; dan
10) Taman Wisata Olahraga.
d. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan
Desa Wisata.
1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
2) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
3) Fasilitas Kebersihan;
4] Penataan Lansekap dan Perlengkapannya;
5) Panggung Kesenian/Pertunjukkan/Amphiteater;
6) Fasilitas Rekreaszi Penunjang Kegiatan Wisata;
7) Fasilitas Umum; dan
8) Fasilitas Aksesibilitas.
2. DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah.
a. Pembangunan Sentra IKM.
1) Pembangunan Sarana Produksi;
2) Pembangunan Unit Layanan;
3) Pengadaan Mesin dan Peralatan; dan
4) Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Penunjang Sentra IKM.
b. Revitalisasi Sentra IKM.
1) Pembangunan,/Revitalisasi Sarana Produlsi;
2) Pembangunan/Revitalisasi Unit Layanan;
3) Pengadaan Mesin dan Peralatan; dan
4] Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur/ Sarana Penunjang Sentra
IKM.
3. DAK Fisik Bidang Jalan.
a. Penanganan Jalan.
1) Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan
berkala, peningkatan ( rekontruksi); dan
2) Pembangunan Jalan.
b. Penanganan Jembatan.
1) Pemeliharaan Berkala Jembatan;
2) Penggantian Jembatan; dan
3) Pembangunan Jembatan.
4. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup.
a. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukungnya.
1) Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) kapasitas 10 ton/hari;
2) Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI) kapasitas 3 ton/hari;
3) Pembangunan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari;
4] Penyediaan alat angkut sampah Arm Roll;
3) Pengadaan Kontainer Sampah;
6) Penyediaan Alat Pengolah Sampah (Mesin Press Hidrolik dan Mesin
Pencacah Organik]:
7) Penyediaan Compactor Truck 6 m3;
8] RDF Komunal; dan
9) Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Roda dan Gerobak Pilah).

www.peraturan.go.id
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b. Pengadaan Early Warning System Pengendalian Bencana Lingkungan

Hidup.

1) Pengadaan Sistem pemantauan kualitas air secara otomatis dan
online di DAS Prioritas {Danau Prioritas /sungai tercemar berat yang
mendukung penguatan DPP (bangunan dan alat); dan

2) Pengadaan peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan
merkuri.

5. DAK Fisik Bidang Perdagangan
a. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tematik Wisata.
1) Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata; dan
2) Revitalisasi Pasar Rakyat Tematik Wisata.
6. DAK Fisik Bidang UMKM
a. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu.

1) Pematangan Lahan;

2) Pembangunan Gedung PLUT; dan

3) Fasilitasi Sarana Prasarana.

b. Revitalizasi Pusat Layanan Usaha Terpadu.

1) Revitalizasi Gedung PLUT; dan

2)  Fasilitasi Sarana Prasarana.

1.1.4.  Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria penetapan lokasi prioritas

1. Berfokus pada kawasan inti 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi
Pariwisata Pengembangan dan 1 Destinasi Pariwisata Revitalisasi

2. |[dengan total 19 DPP) sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 terkait
pengembangan Pariwisata;

3. Mempertimbangkan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas;

4. Mempertimbangkan dukungan terhadap 6 lokasi Unesco Global Geopark;

5. Mempertimbangkan amanat peraturan perundangan yang berkaitan dengan
pembangunan pariwisata di daerah ([antara lain: penyelamatan danau
prioritas, pengembangan kewirausahaan nasional, world heritage,
perhutanan sosial, percepatan pembangunan Jawa Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, PKSN, TWA, Taman Nasional, Geopark, dll.);

6. Mempertimbangkan kinerja bidang-bidang DAK pada Tematik Penguatan
DPP pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, 84 kabupaten/kota ditetapkan sebagai

lokasi prioritas DAK Penugasan Tematik [ Penguatan Destinasi Pariwisata

Prioritas.

Tiap Kab/Kota lokasi prioritas dapat mengusulkan 1 (satu) DTW yang akan

menjadi kawasan terintegratif, dengan dukungan bidang lainnya yakni sentra

IKM, UMKM, jalan, lingkungan hidup, dan sarana prasarana perdagangan,

gerta dilengkapi dengan dukungan pelayanan kepariwisataan, dan penpguatan

kelembagaan Sentra IKM.

1.2, Tematik Pengembangan Food Estate Tahun 2023
1.2.1.  Arah Kebijakan
Analisis Arah Kebijakan:

1. DAK Fisik Tematik Pengembangan Food Estafe mendukung Program
Prioritas 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi
Pangan pada Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada RKP 2023 dan
Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

2. DAK Fisik Tematik Pengembangan Food Estate juga mendukung
pelaksanaan Major Project Food Estate.

www.peraturan.go.id
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3. DAK Fisik Tematik Pengembangan Food Estate merupakan salah satu
alternatif pendanaan dalam Pelaksanaan Major Project Food Estate.
Pendanaan DAK Fisik Tematik Pengembangan Food Estate dalam
pelaksanaan Major Project Food Estate diarahkan pada kegiatan- kegiatan
yang menjadi kewenangan daerah.

Perumusan Arah Kebijakan

DAK Fisik Peugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas

mendukung:

1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate dan daerah
pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka

2. penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.

3. Meningkatkan owmership dan kapasitas daerah dalam pengembangan Food
Estate dan daerah pendukungnya.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a. Terbangunnya 84 Daya Tarik Wisata (DTW) beserta peningkatan kualitas
amenitas dan atraksi.
Beroperasinya 84 sentra IKM dan 64 PLUT penunjang pariwisata.
Terbangunnya 3 pasar wisata.
Ruas jalan dalam koridor menuju DTW dalam kondisi mantap.
Tersedianya layanan pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan
di DTW.
2. Basaran
a. Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata prioritas secara
terintegrasi lintas sektor
b. Peningkatan rantai pasok pariwisata dengan perdagangan, sentra IKM,
dan UMKM
c. Peningkatan kualitas jalan menuju DTW
d. Pengelolaan sampah yvang berkelanjutan dan peningkatan pengendalian
lingkungan pada DTW.

RO

1.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.2.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Pertanian (kabupaten).

a. Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian:
1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT);
2) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor tanaman pangan;
3) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor hortikultura;
4) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor perkebunan;
5) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor peternakan;
6) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor tanaman pangan;
7] Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor hortikultura;
8) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor perkebunan;
9] Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor peternakan;
10} Pembangunan embung sektor perkebunan;
11} Pembangunan embung sektor peternakan;
12} Pembangunan embung sektor tanaman pangan;
13) Pembangunan embung sektor hortikultura;
14) Pembangunan pintu air; dan
15} Pembangunan jariangan irigasi kuarter.
b. Pembangunan Jalan Pertanian:

1) Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan;
2) Pembangunan Jalan Usaha Tani;
3) Sektor Hortikultura;
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4] Pembangunan Jalan Produksi sektor Perkebunan; dan
5) Pembangunan Jalan Produksi sektor Peternakan.

c. Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya:
1) FRuang data dan sistem informasi;
2) Ruang multifungsi (perpustakaan, pameran, peraga dan promosi);
3) Ruang klinik agribisnis;
4) Laboratorium mini;
3) Green house/percontohan;
6) Sarana keinformasian; dan
7] Alat bantu penyuluhan pertanian.
d. Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana pendukungnya:
1) Bangunan laboratorium;
2) Peralatan laboratorium;
3) Peralatan nekropsi, pengambil dan pengemasan contoh uji;
4) Peralatan klinik;
5) Peralatan bedah;
6) Peralatan reproduksi dan kebidanan;
7) Peralatan produksi ternak; dan
8) Peralatan pemeriksaan kesehatan bergerak (mobile] USG.
e. Pembangunan Olahan Pakan Ternak:
1) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat unggas;
2) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat ruminansia; dan
3) Pengembangan unit pengolahan pakan silase.
f. Sarana dan Prasarana Pertanian:
1) Unit pengolahan hasil komoditas pertanian;
2) Bangunan Rice Milling Unit (RMU);
3) Bangunan Dryer padi Kapasitas 10 ton;
4) BSarana pra panen; dan
5) Sarana pasca panen.
g. Pertanian presisi dan regeneratif:
1) Sarana dan prasarana pertanian presisi; dan
2) Instalasi komunitas pelatihan pertanian regeneratif dan perdesaan
swadaya.

2. DAK Fisik Bidang Pertanian (provinsi).
a. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

serta sarana pendukungnya:

1) Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2) Pembangunan sumber-sumber air;

3) Renovasi lantai jemur/ UV dryer/ Box Dryer,

4] Sarana alsin produksi dan processing/ pengemasan
benih/ penganghkut;

5) Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih;
dan

6) Jalan produksi lingkup BBL

b. Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih
tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH)] dan sarana pendukungnya:
1) Ruang penilaian varietas;
2) Ruang sertifikasi benih;
3) Ruang pengawasan pemasaran;
4) Ruang laboratorium benih;
3) Green house;
6) Ruang penyimpanan sampel;
7] Penyediaan sarana pengairan; dan

www.peraturan.go.id



2023, No.473 10.

8) Penyediaan peralatan laboratorium.
c. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya:
1) Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pengamatan Hama dan
Penyakit / Laboratorium Agens Hayati (LPHP /LAH);
2) Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pestisida;
3) Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
4)  Pengadaan Peralatan LPHP/LAH;
5) Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
6) Pengadaan Peralatan Laboratorium Pestisida;
7]  Renovasi balai proteksi perkebunan;
8] peralatan pengendali OPT pada Brigade Proteksi Tanaman
Perkebunan; dan
9] Penyediaan sarana laboratorium perkebunan.
d. Renovasi UPTD/Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak
serta sarana pendukungnya:
1) ruang penyimpanan pakan dan tempat pengolah pakan;
2) ruang bibit/benih;
3) peralatan recording;
4) peralatan perah;
5) peralatan IB;
6) peralatan kesehatan hewan; dan
7) sarana pendukung untuk khusus Balai Inseminasi Buatan.
3. DAK Fisik Bidang Irigasi.
a. Pembangunan Jaringan Irigasi;
b. Peningkatan Jaringan Irigasi;
c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi; dan
d. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir.
4. DAK Fisik Bidang Jalan.
a. Penanganan Jalan:
1) Long segment; dan
2) Pembangunan jalan.
b. Penanganan Jembatan:
1) Pembangunan Jembatan;
2) Penggantian Jembatan; dan
3) Pemeliharaan berkala jembatan.
5. DAK Fisik Bidang Kehutanan.
a. Rehabilitasi hutandan lahan (RHL) di luar kawasan hutan:
1) Penanaman Hutan Rakyat;
2) DAM Penahan;
3) Gully Plug;
4] Sumur resapan; dan
53) Pembangunan Sumber Benih Unggul.
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras] Alat Ekonomi Produktif
(AEP).

1.2.4.  Kriteria Lokasi Prioritas

1. 5 provinsi dan 7 Kabupaten Food Esfate yang sudah ditetapkan di dalam
Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020.

2. 41 Kabupaten/Kota Pendukung Food Estate yang memiliki keterkaitan
geospasial (dalam satuan lanskapekologis, hidrologis), on farm (keterkaitan
sarana produksi), serta off farm (konektivitas pasar).

3. Provinsi Aceh yang memiliki keterkaitan geospasial DAS dengan kawasan
Food Estate.
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1.3. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun 2023
1.3.1. Arah Kebijakan
Analisis Arah Kebijakan:

DAK Penugasan Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu utamanya
mendukung Program Pengentasan Permukiman Kumuh Nasional yang telah
diagendakan menjadi Prioritas Nasional 5, di bawah Program Prioritas 1 terkait
Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Program Prioritas 3 terkait Infrastruktur
Perkotaan.

Perumusan Arah Kebijakan:

Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan
permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki
kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan
kualitas sumber daya manusia.

1.3.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Terpenuhinya akses perumahan dan permukiman layak termasuk air minum
dan sanitasi di 25 kawasan permukiman kumuh prioritas (100% rumah layak
serta 100% akses air minum, 90% alkses sanitasi layak dan 100% akses sampah
yvang terkelola dengan baik di perkotaan (80% penanganan dan 20%
pengurangany).

2. Sasaran

Penanganan kawasan permukiman kumuh secara tuntas termasuk penyediaan
permukiman baru bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di lokasi terpilih
melalui integrasi Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Sanitasi, serta
Bidang Air Minum.

1.3.3. Ruang Lingkup Kegiatan
1.3.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan
1. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman.

a. Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui Peremajaan,
Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru:

1) Pembangunan Baru Rumah Swadaya;

2) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya; dan
4) Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan.

2. DAK Fisik Bidang Air Minum.

a. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan — Tematik Pengentasan Permukiman
Kumuh Terpadu berupa Pengembangan Jaringan Distribusi dan
Sambungan Rumah (SER|.

b. Peningkatan SPAM .Jaringan Perpipaan - Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu berupa Uprating Instalasi Pengolahan Air
[TPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering.

c. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan — Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu berupa Pembangunan Instalasi
Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi

3. DAK Fisik Bidang Sanitasi.

a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat (SPALD-T) — Tematik Pengentasan Permukiman
Kumuh Terpadu:

1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;

2) Pembangunan IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 50
KK; dan

3) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang
telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan / Permukiman.
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b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
[SPALD-3] — Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu berupa
pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah - Tematik
Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu berupa Pembangunan TPS
3R.

1.3.4.  Kriteria Lokasi Prioritas

Pemerintah kabupaten/kota vyang telah memiliki Program Pengetasan
Permukiman Kumuh Terpadu dan memenuhi readiness criteria DAK Integrasi
Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan TA 2023.

1.4, Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Tahun 2023
1.4.1. Arah Kebijakan
Analisis Arah Kebijakan:

1. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,
Perikanan, Hewani) mendukung Program Prioritas 3. Peningkatan
Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan pada Prioritas
Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan pada RKP 2023 Serta Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

2. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,
Perikanan, Hewani) juga mendukung pelaksanaan Major Project Penguatan
Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan: Major Project
Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng,
Major Praject Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf
Internasional.

3. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,
Perikanan, Hewani]) merupakan salah satu alternatif pendanaan dalam
Pelaksanaan Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi
Petani dan Nelayan, Major Project Revitalizsasi Tambak di Kawasan Sentra
Produksi Udang dan Bandeng, Major Project Integrasi Pelabuhan Perikanan
dan Fish Market Bertaraf Internasional. Pendanaan DAK dalam pelaksanaan
Major Project diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan
daerah.

Perumusan Arah Kebijakan:

1. Memfasilitasi dan mendukung penguatan jaminan wusaha serta
pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka penguatan
ketahanan pangan, serta peningkatan produktifitas utuk mendorong
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam rangka penguatan
jaminan usaha dan pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan.

1.4.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dilengkapi dengan: (i) sarana

dan prasarana produksi pertanian; (ii) sarana dan prasarana kelautan dan

perikanan; (iii) irigasi; dan (iv] aksesibilitas jalan dan jembatan.

2. Basaran

a. Meningkatnya cadangan pangan nasional.

b. Meningkatnya produksi/ produktivitas dan daya saing di lokasi Kawasan
Sentra Produksi Pangan.
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Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di
lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.

Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian, kelautan dan perikanan di
lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.

Tersedianya dukungan sarana dan prasarana di lokasi Kawasan Sentra
Produksi Pangan.

Tersedianya jaringan irigasi di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
Berkurangnya susut dan limbah pangan.

1.4.3. Ruang Lingkup Kegiatan
1.4.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1.

DAK Fisik Bidang Pertanian (kabupaten).
a. Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian:
1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT);
2) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor tanaman pangan;
3) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor hortikultura;
4) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor perkebunan;
5) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor peternakan;
6) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor tanaman pangan;
7] Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor hortikultura;
8) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor perkebunan;
9] Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor peternalkan;
10} Pembangunan embung sektor perkebunan;
11} Pembangunan embung sektor peternakan;
12) Pembangunan embung sektor tanaman pangan; dan
13) Pembangunan embung sektor hortikultura.
b. Pembangunan Jalan Pertanian:
1) Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan;
2) Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura;
3) Pembangunan Jalan Produksi sektor Perkebunan; dan
4] Pembanpgunan Jalan Produksi sektor Peternakan.
c. Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya:
1) Ruang data dan sistem informasi;
2) Ruang multifungsi (perpustakaan, pameran, peraga dan promosi);
3) Ruang klinik agribisnis;
4) Laboratorium mini;
5) Green house/percontohan;
6) Sarana keinformasian; dan
7] Alat bantu penyuluhan pertanian.
d. Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana pendukungnya:
1) Bangunan Laboratorium;
2) Peralatan laboratorium;
3) Peralatan nekropsi, pengambil dan pengemasan contoh uji;
4) Peralatan klinik;
5) Peralatan bedah;
6) Peralatan reproduksi dan kebidanan;
7) Peralatan produksi ternak;
8) Peralatan pemeriksaan kesehatan bergerak; dan
9] [mobile) 'SG.
e. Pembangunan Olahan Pakan Ternak:
1) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat unggas;
2) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat ruminansia; dan
3) Pengembangan unit pengolahan pakan silase.
f. Sarana dan Prasarana Pertanian:
1) Unit pengolahan hasil komoditas pertanian;
2) Bangunan Rice Milling Unit (RMUJ;
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3) Bangunan Dryer padi Kapasitas 10 ton;
4] Sarana pra panen; dan
5) Sarana pasca panen.

g. Pertanian presisi dan regeneratif:
1) Sarana dan prasarana pertanian presisi; dan
2) Instalasi komunitas pelatihan pertanian regeneratif dan perdesaan

swadaya.
2. DAK Fisik Bidang Pertanian (provinsi).

a. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
serta sarana pendukungnya:
1) Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2) Pembangunan sumber-sumber air;
3) Renovasilantai jemur/ UV dryerf Box Dryer,

4] Sarana alsin produksi dan proscessing/ pengemasan
benih/ penganghkut;

5) Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih;
dan

6) Jalan produksi lingkup BBIL

b. Pembangunan/renovasi PTD/balai Pengawasan sertifikasi benih
tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH)] dan sarana pendukungnya:
1) Ruang penilaian varietas;
2) Ruang sertifikasi benih;
3) Ruang pengawasan pemasaran;
4) Ruang laboratorium benih;
3] Green house;
6) Ruang penyimpanan sampel;
7) Penyediaan sarana pengairan; dan
8] Penyediaan peralatan laboratorium.

c. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya:
1) Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens

Hayati (LPHP/LAH);
2) Laboratorium Pestizida;
3) Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
4] Pengadaan Peralatan LPHP/LAH;
5) Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
6) Pengadaan Peralatan Laboratorium Pestisida;
7] Renovasi balai proteksi perkebunan;
8) Peralatan pengendali OPT pada Brigade Proteksi Tanaman
Perkebunan; dan

9) Penyediaan sarana laboratorium perkebunan.

d. Renovasi UPTD/Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak
serta sarana pendukungnya:
1) Ruang penyimpanan pakan dan tempat pengolah pakan;
2) Ruang bibit/benih;
3) Peralatan recording,
4) Peralatan perah;
5] Peralatan IB;
6) Peralatan kesehatan hewan; dan
7) Sarana pendukung untuk khusus Balai Inseminasi Buatan.

3. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
(UPTD Provinsi):
1) Penahan Gelombang (breakwater];
2) Turap Penahan Tanah (revetment);
3) Dermaga;
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4] Kolam Pelabuhan;

5) Drainase;

6) Tempat Pemasaran lkan (TPI higienis|;

7) Fasilitas Air (Tawar| Bersih;

8) Jaringan dan instalasi listrik({termasuk trafay);

9] Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

10) Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan
terukur.

. Pembangunan fRehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi):

1) Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/calon induk/pakan
alami/tandon;

2) Pembangunan  kolam atau bak  Pemijahan/induk/calon
induk /pakan alami/tandon;

3) Rehabilitasi saluran air Pasok dan/atau buang;

4) Pembangunan saluran air Pasok dan/atau buang;

5) Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana biosecurity;
dan

6) Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk.

. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Konservasi:

1) Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi;

2) Sarana monitoring biofizik target konservasi;

3) Speedboat konservasi perairan;

4) Perlengkapan pokmaswas;

5] Perlengkapan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K;

6) Speedboat pengawas panjang 8 meter dan 12 meter; dan

7] Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K.

. Pembangunan /Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab /Kota):

1) Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/
larva /tandon;

2) Pembangunan kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/
larva tandon;

3) Rehabilitasi saluran Air Pasok dan/atau Buang;

4] Pembangunan saluran Air Pasok dan/atau Buang;

5) Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih;
dan

6] Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk unggul.

. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil:

1) Perahu/Kapal Penangkap lkan berukuran lebih kecil dari 5 GT
beserta mesin, alat penangkap ikan, sarana pendukung kegiatan
penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk
peningkatan kapasitas nelayan kecil;

2) Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran
lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan, sarana
pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan
pelayaran;

3) Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan
berukuran lebih kecil dari 5 GT;

4) BSarana Penangkapan Ikan [Alat Penangkapan Ikan, Sarana
Pendukung Kegiatan Penangkapan lkan dan Sarana Keselamatan
Pelayaran);

3) Tempat Pendaratan Ikan (TPI) perairan darat; dan

6) Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan
Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase dan Air Bersih
Mendukung Produksi Perikanan).

Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala

Kecil:
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1) Sarana dan Prasarana Budidaya lkan Air payau (Udang dan
bandeng);

2) Sarana dan prasarana budidaya kepiting dan nila salin;

3) Sarana budidaya ikan air tawar [nila, mas, gurami, lele, dan patin];

4) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus,
Belida, Toman, Papuyu, Nilem, Jelawat, Tawes, dan Sidat);

53) Sarana dan prasarana sistem polikultur (udang, bandeng, dan
rumput laut);

6) Sarana dan prasarana budidaya ikan laut (kerapu, bawal, bintang,
kakap, dan lobster); dan

7] Sarana dan prasarana budidaya rumput laut.

g. Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan:

1) Rehabilitasi bangunan pengolahan rumput laut dan perbaikan atau
pengadaan peralatan pengolahan rumput laut;

2) Rehabilitasi bangunan pasar ikan;

3) Rehabilitasi bangunan rumah kemasan dan perbaikan atau
peralatan rumah kemasan;

4] Rehabilitasi bangunan sentra pengolahan dan perbaikan atau
pengadaan peralatan sentra pengolahan;

5) Rehabilitasi cold storage lebih kecil atau sama dengan 100 ton;

6) Rehabilitasi integrated cold storage;

7) Rehabilitasi pabrik es lebih kecil atau sama dengan 20 ton; dan

8] Bedah unit pengolahan ikan skala mikro kecil.

4. DAK Fisik Bidang Irigasi.
a. Pembangunan Jaringan Irigasi;
b. Peningkatan Jaringan Irigasi;
c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi; dan
d. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir.
5. DAK Fisik Bidang Jalan.
a. Penanganan Jalan berupa long segment dan Pembangunan Jalan.
b. Penanganan Jembatan berupa Pembangunan .Jembatan, Penggantian
Jembatan, dan Pemeliharaan berkala jembatan.

1.4.4.  Kriteria Lokasi Prioritas

1. Provinsi, Kabupaten [kota yang mempunyai Indeks Ketahanan Pangan dan
Indeks Ketahanan Iklim tinggi.

2. Provinsi, Kabupaten /kota yang merupakan sentra produksi pertanian dan
atau perikanan.

3. Provinsi, Kabupaten/kota vyang ditetapkan sebagai lokasi KSPP
berdasarkan Permentan dan Kepmentan.

4. Provinsi, Kabupaten [kota yang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B).

5. Provinsi, Kabupaten/kota yang menjadi lokasi penuntasan pencapaian
target Prioritas Nasional; Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi
Petani dan Nelayan; Penuntasan untuk MP Integrasi Pelabuhan Perikanan
dan Fish Market Bertaraf Internasional serta MP Revitalisasi Tambal di
Kawasan Sentra Produksi Udang, dan Bandeng; penguatan rantai
pasok/logistik pangan; model pembangunan bidang pangan, pertanian dan
perikanan; penyediaan infrastruktur irigasi; serta lokasi afirmatif.

1.5. Tematik Peningkatan Konektivitaz dan Elektrifikasi untuk
Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi Tahun 2023
1.5.1. Arah Kebijakan
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Analisis Arah Kebijakan:

Tema RKP 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang

Inklusif dan Berkelanjutan”.

1. DAK Penugasan Tematik 3 Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk
Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi mendukung Kegiatan Prioritas 4.
Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi
pada Prioritas Nasional 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

2. DAK Penugasan Tematik 3 Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk
Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi juga mendukung Kegiatan
Prioritas 1. Konektivitas Jalan pada Prioritas Nasional 5. Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan
Dasar, serta Program Prioritas 1 pada Prioritaz Nasional 1 Pemenuhan
Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru
Terbarukan (EBT).

3. DAK Penugasan Tematik 3 menjadi salah satu alternatif pendanaan dalam
Pelaksanaan Major Project (1) Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay;
(2) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (3) Jalan Trans pada 18 Pulau
Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (4) Jalan Trans Papua Merauke — Sorong;
(5) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

Perumusan Arah Kebijakan:

Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang

terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah

serta penyediaan energi di Daerah Afirmasi.

1.53.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Penurunan rata-rata waktu tempuh dan biaya transportasi, serta peningkatan
rasio elektrifikasi di 84 kabupaten yang merupakan Daerah Afirmasi.

2. Sasaran

Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang
terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah
serta penyediaan energi di Daerah Afirmasi.

1.5.3. Ruang Lingkup Kegiatan
1.5.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan
1. DAK Fisik Bidang Transportasi Perdezsaan.
a. Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis:
1) Pembangunan Jalan Desa Strategis; dan
2) Pembangunan Jalan Desa Strategis.
b. Pengadaan Sarana Transportasi Darat:
c. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan dibawah 20 GT (Gross Tonnage)
dan/atau Maksimal Kapasitas 25 Penumpang:
d. Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) untuk
Orang & Barang:
1) Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang & barang;
dan
2) Rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang & barang.
e. Pengpantian dan Renovasi Jembatan Gantung (Bentang Maks 120 M):
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan.
a. Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan:
1) Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat; dan
2) Rehabilitasi Fasilitas Sisi Perairan.
b. Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan:
1) Pengadaan Bus Air; dan
2) Pengadaan Bus Air Roro.
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3. DAK Fisik Bidang Jalan.
a. Penanganan Jalan:
1) Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan
berkala, peningkatan { rekonstruksi, pelebaran|; dan
2) Pembangunan .Jalan.
b. Penanganan Jembatan:
1) Pemeliharaan Berkala Jembatan;
2) Penggantian .Jembatan; dan
3) Pembangunan Jembatan.
4. DAK Fisik Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan.
a. Infrastruktur Energi Terbarukan:
1) Pembangunan PLTMH Offgrid; dan
2) Pembangunan PLTS Terpusat Offgrid.

1.5.4.  Kriteria Lokasi Prioritas

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif di wilayah Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,

maka kriteria lokasi prioritas tematik diarahkan pada daerah afirmasi dengan

kriteria sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal
Berlandaskan: (1) RPJMN 2020-2024; (2) Daerah tertinggal sesuai Perpres
63 /2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024.

2. Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi Pulau-Pulau Kecil Terluar
Berpenduduk, Lokpri Perbatasan, dan PKSN
Berlandaskan: (1) RPJMN 2020-2024; (2) Rencana Induk Pengelolaan Batas
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara tahun 2020-2024.

3. Afirmasi Papua
Berlandaskan: (1) RPJMN 2020-2024; (2] Inpres No. 9/2020 tentang
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

4. Kawasan Transmigrasi
Kawasan transmigrasi nasional prioritas RPJMN yang berlokasi pada
kabupaten daerah tertinggal/ kawasan perbatasan negara/ lokasi afirmasi
percepatan pembangunan Papua.

5. Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota
Kabupaten /kota yang termasuk dalam poin 1 s/d 4 di atas dengan
klasifikasi Kapasitas Fiskal Sangat Rendah, Rendah, dan Sedang.

6. Indeks Keterjangkauan
Kabupaten /kota yang termasuk dalam poin 1 s/d 4 di atas yang memiliki
Skor Indeks Keterjangkauan = 3 berdasarkan Data Potensi Desa tahun 2020
(diclah) terkait aksesibilitas dan ketersediaan fasilitaz Pendidikan,
Kesehatan, dan penunjang ekonomi.
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3. BIDANG KESEHATAN

3.1. Subbidang DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan

1. Subbidang penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan intervensi
stunting;

2. Subbidang pengendalian penyakit; dan

3. Subbidang penguatan sistem kesehatan.

3.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2023 sebagai

berikut:

1. Mendukung 8 area reformasi Sistemm Kesehatan Nasional (SKN) dalam
penguatan ketahanan kesehatan, penguatan promotif, preventif, dan
pemenuhan supply side pelayanan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan
balita melalui pemenuhan standar Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan
(SPA) di puskesmas dan rumah sakit serta alat pelayanan penunjangnya;
dan

3. Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi
intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi dan pemantauan kualitas
gizi balita dan ibu hamil.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a. Tujuan umum
Mendukung daerah dalam penyediaan anggaran pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan di daerah untuk mencapai target
prioritas nasional bidang kesehatan.
b. Tujuan khusus
1) Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil,
melahirkan dan nifas;
2) Mempercepat intervensi penurunan prevalensi balita stunting;
3) Meningkatkan cakupan deteksi dini dan pengendalian penyakit; dan
4) Memperkuat pelaksanaan reformasi sistem kesehatan.

2, Sasaran
Sasaran DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 meliputi:
a. dinas kesehatan provinsi/kabupaten [kota;
b. puskesmas dengan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring
puskesmas;
c. rumah sakit daerah provinsi, dan kabupaten [kota;
d. instalasi farmasi kabupaten kota; dan
e. laboratorium kesehatan daerah provinsi, dan kabupaten fkota.

3.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
3.1.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan
Pengpunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 diarahkan
untuk kegiatan:
1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi
Stunting, meliputi:
a. penguatan layanan maternal neonatal di puskesmas, yaitu penyediaan:
1) alat kegawatdaruratan maternal necnatal; dan
2) USG 2 dimensi.

b. penguatan kapasitas rumah sakit mampu PONEK, yaitu penyediaan alat
kesehatan untuk rumah sakit mampu PONEK;

c. Unit Transfusi Darah (UTD), yaitu penyediaan:
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1) sarana (pembangunan/renovasi);
2) UTD mobile; dan
3) alat UTD.

d. penyediaan alat surveilans gizi, yaitu alat antropometri.
2. Subbidang Pengendalian Penyakit, yaitu penyediaan peralatan pengendalian
penyakit, meliputi:
. IVA kit;
vaccine refrigerator;
sanitarian kit;
hematology analyzer; dan
alat kimia darah.
ubbldang Penguatan Sistem Kesehatan, meliputi:
penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas, meliputi:
1) sarana;
2) prasarana; dan
3) alat kesehatan.
b. penguatan layanan primer, meliputi:
1) peningkatan puskesmas pembantu (pustu);
2) sarana;
3) prasarana;
4) alat kesehatan; dan
5) alat laboratorium puskesmas.
c. pengembangan puskesmas pembantu, yaitu penyediaan:
1) sarana dan prasarana;
2) peralatan puskesmas pembantu;
3) posbindu/lansia kit; dan
4) HB meter.
d. pembangunan Rumah Sakit (RS) pratama, yaitu penyediaan:
1) sarana;
2) prasarana; dan
3) alat kesehatan.
e. pemenuhan layanan unggulan - layanan kardiovaskular, yaitu
penyediaan:
1) sarana; dan
2) alat kesehatan.
f. pemenuhan layanan unggulan - layanan kanker, yaitu penyediaan:
1) sarana; dan
2) alat kesehatan.
g. pemenuhan layanan unggulan - layanan stroke, yaitu penyediaan:
1) sarana; dan
2) alat kesehatan.
h. penguatan layanan rujukan, yaitu penyediaan:
1) sarana;
2) prasarana; dan
3) alat kesehatan.
i. peningkatan labkesda menuju standar BSL-2, yaitu penyediaan:
1) sarana;
2) prasarana; dan
3) alat kesehatan.
j- penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi kabupaten/kota,
meliputi:
1) sarana; dan
2) prasarana.
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3.1.4.  Kriteria Lokasi Prioritas
1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi

Stunting

a. Menu penguatan layanan maternal neonatal di puskesmas, meliputi
rincian menu:

1) penyediaan alat kegawatdariratan maternal neonatal hanya untuk
puskesmas yang belum memiliki set alat kegawatdaruratan
maternal neonatal di kabupaten kota lokus AKI tahun 2023 sesuai
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07 /MENKES/ 1294 /2022 tentang Lokus Kegiatan Penurunan
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2023 yang
menjadi lokus tambahan tahun 2023 diprioritas AKI berdasarkan
siza lokus AKI yang sudah ditetapkan tahun 2020-2022;

2) penyediaan USG 2 dimensi hanya untuk puskesmas yang belum
memiliki alat USG tetapi tersedia listrik dan tenaga dokter, yaitu
pada:

a)] kabupaten/kota lokus AKI tahun 2023 sesuai Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HEK.01.07/MENKES/1294 /2022
tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan
Angka Kematian Bayi Tahun 2023; dan

bl 17 kabupaten fkota dengan jumlah kematian ibu tertinggi.

b. Menu penguatan kapasitas RS mampu PONEK, dengan rincian menu
penyediaan alat kesehatan rumah sakit mampu PONEK hanya untuk RS
mampu PONEK di 120 kabupaten/kota prioritas AKI berdasarkan
kriteria RS PONEK sebagai berilout:

1) rumah sakit yang sudah memiliki dokter spesialis anak, dokter
spesialis obstetri dan ginekologi masing-masing minimal 2 orang dan
dokter anestesi 1 orang; dan

2) rumah sakit di wilayah kabupaten fkota dengan jumlah kematian ibu
tinggi dan belum memiliki RS ponek di wilayahnya.

c. Menu Unit Transfusi Darah (UTD) hanya wuntuk rumah sakit
kabupaten/kota yang belum memiliki UTD dengan kriteria tambahan
memiliki komitmen menyediakan SDM dan biaya operasional setelah
UTD terbangun.

d. Menu penyediaan alat surveilans gizi, dengan rincian menu penyediaan
alat antropometri hanya untuk puskesmas dengan posyandu di
wilayahnya yang belum memiliki alat antropometri sesuai standar di 12
provinsi prioritas stunting.

2. Subbidang Pengendalian Penyakit

Menu peralatan pengendalian penyakit, meliputi rincian menu:

a. penyediaan IVA kit hanya untuk kabupaten/kota yang puskesmasnya
belum memenuhi standar ketersediaan alat IVA kit dan tersedia tenaga
kesehatan wyang mampu laksana sesuai kompetensinya untuk
melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA;

b. penyediaan vaccine refrigerator hanya untuk puskesmas yang belum
memiliki vaccine refrigerator atau sudah memiliki vaccine refrigerator tapi
dengan kondisi:

1) tidak sesuai standar Performance Quality and Safety (PQS) WHO;

2) rusak dan atau usia pengadaan = 8 tahun; dan

3) kapasitas penyimpanan vaksin masih kurang berdasarkan jumlah
penduduk dan atau jumlah sasaran imunisasi;

c. penyediaan sanitarian kit hanya untuk kabupaten/kota yang
puskesmasnya belum memiliki sanitarian kit dan memiliki
sanitarian ftenaga sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan lingkungan
sebagal penanggungjawab pemakaian sanitarian kit pada pelaksanaan
pengawasan kualitas lingkungan;
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d. penyediaan hematology analyzer hanya untuk puskezmas yang memiliki
listrik dan belum memiliki hematology analyzer di 12 provinsi prioritas
stunting; dan

e. penyediaan alat kimia darah hanya untuk puskesmas yang belum
memiliki alat pemeriksaan kimia darah dan telah memiliki Ahli Teknologi
Laboratorium Medis (ATLM)].

3. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan

a. Menu penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas dengan
rincian menu sarana, prasarana dan alat kesehatan, dengan kriteria:

1) kecamatan yang belum memiliki puskesmas berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;

2) sinkronisasi data dasar puskesmas [pusdatin, Desember 2021) dan
laporan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dari 171
kecamatan tanpa puskesmas terwakili;

3) memperhatikan kepadatan penduduk; dan

4) memperhatikan faktor keamanan daerah yang dibuktikan dengan
surat jaminan keamanan dari kepala daerah fkepolisian.

b. Menu penguatan layanan primer, meliputi rincian menu:

1) peningkatan puskesmas pembantu (pustu) hanya untuk kecamatan
di kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata super prioritas yang
beban pelayanan kesehatannya membutuhkan peningkatan
kapasitas pustu di wilayahnya, serta daerah terdampak bencana;

2) penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan
alat laboratorium, diprioritaskan untuk puskesmas yang belum
memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
dengan kriteria:

a] puskesmas di kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata
super prioritas;

b} puskesmas di wilayah kabupaten/kota penyangga Ibu Kota
Nusantara (IKN];

c)] puskesmas di daerah perbatasan dan kepulauan;

d) puskesmas di Pulau Papua vyang teridentifikasi terdapat
kebutuhan untuk peningkatan kapasitas;

e] puskesmas yang terdampak bencana; dan

f) puskesmas yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah
[IPL}, air bersih, listrik 24 jam dan pusling perairan.

c. Menu pengembangan puskesmas pembantu, meliputi rincian menu:

1} penyediaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk
mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan pembangunan
puskesmas pembantu di desa yang di wilayahnya tidak ada gedung
puskesmas, pustu, poskesdes atau polindes, dimana lokus
pembangunan adalah di 7 provinsi lokus dengan prevalensi stunting
tertinggi;

2) penyediaan peralatan puskesmas pembantu untuk puskesmas
pembantu  yang baru dibangun di  tahun 2023 dan
pustufposkesdes [polindes existing di 7 provinsi lokus dengan
prevalensi stunting tertinggi;

3) penyediaan posbindu/lansia kit hanya untuk:

a) puskesmas di kabupaten/kota yang belum memenuhi standar
ketersediaan alat posbindu kit /lansia kit; dan

b} puskesmas di kabupaten/kota yvang memiliki desa/kelurahan
yang telah mampu melakukan kegiatan deteksi dini pada
posbindu maupun posyandu lansia dan memiliki tenaga kader
terlatih posbindu ataupun terlatih posyandu lansia.
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4) penyediaan HB meter di puskesmas pembantu/poskesdes/polindes
yang belum memenuhi standar ketersediaan alat HB meter di
provinsi lokus stunting.

Menu pembangunan rumah sakit pratama, meliputi rincian menu
penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk
kabupaten/kota yang sudah menyatakan kesiapan dalam pemenuhan
tenaga kesehatan dan operasionalnya yang dibuktikan dengan proposal
dan daerah yang memenuhi minimal 2 kriteria dari kriteria sebagai
berikut:

1) kebutuhan TT di kabupaten/kota (rasio jumlah penduduk dan
ketersediaan TT);

2) wilayah DTPK sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020
Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;

3) waktu tempuh dari lokasi kebutuhan RS ke RSUD terdekat minimal
lebih atau sama dengan 3 jam; dan

4} kabupaten/kota yang belum memiliki rumah salit.

Menu pemenuhan layanan unggulan — layanan kardiovaskular, dengan

rincian menu meliputi:

1) penyediaan sarana untuk rumah sakit milik daerah yang ditunjuk
sebagai jejaring layanan unggulan kardiovaskular dan belum
memenuhi sarana pelayanan kardiovaskular sesuai stratifikasi
layanan;

2) penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit milik daerah yang
ditunjuk sebagai jejaring layanan unggulan kardiovaskular dan
belum memenuhi alat kesehatan pelayanan kardiovaskular sesuai
stratifikasi layanan; dan

3) penunjukan rumah sakit pengembangan jejaring stratifikasi layanan
prioritas kardiovaskular tahun 2023 berdasarkan pemetaan sarana
dan alat kesehatan aplikasi sesuai ASPAK, dan/atau usulan dinas
kesehatan forganisasi profesi/rumah sakit pengampu.

Menu pemenuhan layanan unggulan — layanan kanker, dengan rincian

menu meliputi:

1) penyediaan sarana untuk rumah sakit milik daerah yang ditunjuk
sebagai jejaring layanan unggulan kanker dan belum memenuhi
sarana pelayanan kanker sesuai stratifikasi layanan;

2) penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit milik daerah yang
ditunjuk sebagai jejaring layanan unggulan kanker dan belum
memenuhi alat kesehatan pelayanan kanker sesuai stratifikasi
layanan; dan

3) penunjukan rumah sakit pengembangan jejaring stratifikasi layanan
prioritas kanker tahun 2023 berdasarkan pemetaan sarana dan alat
kesehatan sesuai aplikasi ASPAK, danjatau usulan dinas
kesehatan [ organisasi profesi/rumah sakit pengampu.

Menu pemenuhan layanan unggulan — layanan stroke, dengan rincian

menu meliputi:

1) penyediaan sarana untuk rumah sakit milik daerah yang ditunjuk
sebagai jejaring layanan unggulan stroke dan belum memenuhi
sarana pelayanan stroke sesuai stratifikasi layanan;

2) penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit milik daerah yang
ditunjuk sebagai jejaring layanan unggulan stroke dan belum
memenuhi alat kesehatan pelayanan stroke sesuai stratifikasi
layanan; dan

3) penunjukan rumah sakit pengembangan jejaring stratifikasi layanan
prioritas stroke tahun 2023 berdasarkan pemetaan sarana dan alat
kesehatan sesuai aplikasi ASPAK, danj/atau wusulan dinas
kesehatan {organisasi profesi/rumah sakit pengampu.
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h. Menu penguatan layanan rujukan, dengan rincian menu penyediaan
sarana, prasarana dan alat kesehatan yang diprioritaskan untuk rumah
sakit milik daerah yang belum memenuhi sarana, prasarana dan alat
kesehatan dengan kriteria:

1) rumah sakit milik daerah di wilayah kabupaten (kota penyangga IKN;

2) rumah sakit milik daerah di daerah perbatazan dan kepulauan;

3) rumah sakit jiwa milik daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan
Sulawesi Tenggara (Surat Menko PME Nomor B-
68/MENKO/PMK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal
Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Sakit Jiwa di Indonesia);

4) rumah sakit milik daerah di Pulau Papua;

5) rumah sakit rujukan nasional, provinsi, regional yang belum
memenuhi standar; dan

6) rumah sakit milik daerah di daerah yang menjadi hasil kesepakatan
dalam rangkaian perencanaan pembangunan nasional yang
mempertemukan antara minimal setingkat menteri dan kepala
daerah (Rakorgub perencanaan, dshb).

i. Menu peningkatan labkesda menuju standar BSL-2, dengan rincian
menu  penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang
diprioritaskan untuk provinsi dan kabupaten /kota yang belum memiliki
labkesda dengan kemampuan standar BSL-2.

j- Menu penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi
kabupaten/kota, dengan rincian menu:

1} penyediaan sarana untuk instalasi farmasi kabupaten/kota yang
belum memiliki luas bangunan yang ideal (berdasarkan penilaian
manajemen pengelolaan obat dan BMHP sesuai standar); dan

2) penyediaan prasarana untuk instalasi farmasi kabupaten /kota yang
belum memiliki prasarana pendukung sesuai standar berdasarkan
hasil penilaian manajemen pengelolaan obat dan BMHP sesuai
standar.

3.1.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan
3.1.5.1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan
Intervensi Stunting
1. Penguatan layanan maternal neonatal di puskesmas
a. Alat kegawatdaruratan maternal neonatal
1) EKetentuan umum

a) mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

b) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menyatakan bahwa daerah mengisi ASPAK dengan benar sesuai
dengan kondisi;

c) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menyatakan tidak mengalihfungsikan dan memindahkan alat;

d} pemerintah daerah tingkat kabupaten /kota menyediakan biaya
distribusi alat dari kabupaten (kota sampai ke puskesmas;

e] daftar rencana distribusi alat per puskesmas yang
ditandatangani kepala dinas kesehatan kabupaten/kota; dan

fj melampirkan referensi harga dari e-katalog.

2] Ketentuan teknis

a) Baby suction

(1) tekanan vakum negative: minimal 300 mmHg;

(2) catu daya: 220 VA, 50Hz atau DC maks 24V,

(3) max airflow :> 15 LPM;

(4] suction bottle minimal 1000ml; dan

[3) dilengkapi: kateter suctfion, selang suction, manometer,
botol suction dilengkapi dengan pengaman tumpahan.
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b) Infant T piece resuscitator + PEEP

(1) =alah satu alat elektromedik yang digunakan untuk
mempertahankan tekanan positif pada saluran napas
neonatus, yang dikendalikan secara elektronik, dan
ditenagai oleh kompresor udara dan menggunakan O2;

[2) mobile dan portable yang dilengkapi batre durasi minimal

120 menit dan charger adaptor;

| manometer range: 0-80 cm H20;

4] input gas flow range: min 10 L/ min flows;

|  max pressure: 3-70 cm H20;
(6) peak inspiratory pressure: 3-72 cm H20; dan
[7) positif end expiratory: 1-9 cm H20.

c) Infant T piece system

(1) merupakan alat infant T-piece resuscifator dengan PEEP;

[2) memiliki selang inspirasi, ekspirasi dan elbouws;

(3) paediatric APL (Adjustable Pressure Limiting Valve) yang

dapat diatur untuk menghasilkan PIP dan PEEF;

| reservoir bag (minimal ukuran 0,5 L dan 1 L);
[3) T-connector;
| manometer range (0 - 80 cm H20O);
| disertai lung test;
[8) resuscitation mask (sungkup bayi ukuran 0, 1 dan 2;
| memiliki garansi purna jual, petunjuk pemakaian dan
ketersediaan suku cadang; dan

(10) memliliki merk yang terstandarisasi.

d) Laringkoskop neonatus
(1) lampu: halogen;

| catu daya listrik: baterai;

(3) blade macintosh ukuran 0 [neonatus) dan ukuran 1 (bayi),
dilengkapi dengan daun lurus;

(4] terbuat dari stainless steel;

(3) memiliki garansi puma jual, petunjuk pemakaian, suku
cadang, portable dalam kemasan tempat yang mudah
dibawa dan berbahan kuat; dan

(6) memiliki merk yang terstandarisasi.

e| Infant radiant warmer

(1) kontrol temperatur: udara/kulit: adjustable (step 0,1°C);

[2) pengontrol temperatur: dapat dikontrol oleh udara dalam
chamber atau temperatur kulit bayi dilengkapi dengan inlet
oksigen;

[3) level kebisingan chamber: minimal 60 dBA;

(4] level alarm suara pada jarak 3 m: 50-63 dBA (dapat diatur);

[3) sudut kemiringan matras untuk pemeliharaan: + 133
derajat;

[6) chamber dilengkapi 6 jendela bertutup dengan pengunci,
dan aliran udara yang merata pada chamber/sungkup;

(7] kelembapan: 25% - 75%;

(8) kebutuhan listrik: AC 220 V, 50 Hz;

(9) keselamatan listrik: kelas 1; dan

(10) dilengkapi dengan:
la) castor [dengan rem);
ib) inlet oksigen;
ic) alarm yang bekerja bila:

i. catu daya listrik mati;
ii. sensor udara tidak berfungsi;
iii. sensor kulit tidak berfungsi;
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iv. sirkuit sensor kulit/udara terputus;
v. sirkuit pemanas terputus;
vi. sirkuit fan terputus;
vii.temperatur berlebihan (tidak sesuai dengan
pengaturan); dan
viii. buku petunjuk penggunaan dan service manual.
Resusitator manual neonates dan sungkup adalah balon
resusitator yang terbuat dari bahan silicon dan dilengkapi
dengan:
(1) PEEP valve dengan berbagai ukuran (Scm H20 dan 7,5cm
H20) masing-masing 1 buah;
(2) dua port masukan udara dan oksigen; dan
(3) dilengkapi dengan:
(a) selang endotrachea;
(b) 3 face mask silicon untuk bayi yang berbentuk bulat
(ukuran 0-0-1);
(c) airways;
(d) oxygen reservoir bag dan konektor (bisa dilepas); dan
(e) selang oksigen.
Pulse oximeter neonatus
(1) alat mengukur saturasi yang dilengkapi dengan probe
khusus untuk bayi baru lahir/neonatal;
(2) range SpO2 (0-100%);
(3) range pulse rate; 30-350 bpm;
(4) dilengkapi baterai dengan life 20 jam untuk pengukuran
normal;
(5) alarm dengan lampu;
(6) memiliki garansi purna jual, petunjuk pemakaian dan
ketersediaan suku cadang; dan
(7) memliliki merk yang terstandarisasi.
Tensimeter (sphogmomanometer) digital
(1) digital;
(2) dilengkapi tenaga baterai;
(3) akurasi tinggi;
(4) range tekanan minimal O - 280 mmHg;
(5) dilengkapi dengan katup pelepas udara standar;
(6) manset ukuran dewasa;
(7) mempunyai data memory; dan
(8) memiliki merk yang terstandarisasi.

Doppler

(1) fetal doppler;

(2) catu daya baterai;

(3) frekuensi ultrasonic: minimal 2 MhZ
(4) intensitas wltrasonic: < 10 mW/C;

(5) rentang denyut jantung: 50 - 240 BPM;
(6) sensitivitas: 10-12 minggu kehamilan;
(7) dimensi: pocket type;

(8) dilengkapi speaker;

(9) PC interface: sound card,

(10) probe sangat sensitif; dan

(11) memliliki merk yang terstandarisasi.
Tempat tidur persalinan

(1) tempat tidur persalinan;

(2) konstruksi stainless steel;

(3) dimensi mininmal: 200 x 70 x 80 cm;
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(4) matras busa dilapisi vinyl;

(5) sandaran dapat diatur (manual);
(6) wascom diameter minimal 30 cm;
(7) roda dilengkapi custer lock; dan
(8) foot step: pipa stainless steel.

k) Stand lamp

(1) jenis: lampu periksa LED;

(2) lampu LED: £ 5-10 W;

(3) masa hidup lampu: £ 20.000 jam;

(4) tekukan lampu: 90 derajat, rangka single;

(5) input=220-240 V, output = £ 12 V, AC = 50-60 watt; dan
(6) roda dilengkapi custer lock.

) Stetoskop dewasa

(1) bahan: stainless steel;

(2) tipe: dual head;

(3) membrane sensitive untuk menangkap suara;
(4) ear piece bahan silikon;

(5) mempunyai membrane cadangan;

(6) dimensi:

(a) diameter membran minimal 3,5-4,5cm;

{b) panjang keseluruhan minimal 730 mm; dan

(c) memiliki Y tube yang fleksibel.

(7) memiliki merk yang terstandarisasi.

m) Timbangan dewasa
(1) beban maksimal: 150 kg; dan
(2) sub divisi putaran berat: 0,5 kg.

b. USG 2 dimensi
1) Ketentuan umum

a) memiliki tenaga dokter;

b) memiliki fasilitas listrik yang memadai;

c¢) mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

d) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menyatakan bahwa daerah mengisi ASPAK dengan benar sesuai
dengan kondisi;

e) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menyatakan mampu menyediakan biaya operasional alat;

f) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
terkait data ketersediaan alat USG per puskesmas;

g) daftar rencana distribusi alat per puskesmas yang
ditandatangani kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;

h) melampirkan referensi harga dari e-katalog;

i) pemerintah daerah tingkat kabupaten /kota menyediakan biaya
distribusi USG 2D dari kabupaten /kota sampai ke puskesmas;

j) layanan purna jual USG 2D terdiri atas:

(1) melakukan orientasi penggunaan USG oleh penyedia:

(a) bantuan instalasi secara offline untuk daerah yang
terjangkau, secara online untuk daerah yang tidak
terjangkau; dan

(b) kemasan USG dilengkapi USB video tutorial.

(2) layanan perbaikan selama 2 tahun sejak barang diterima di
lokasi;

(3) setelah habis masa berlaku garansi, penyedia menjamin
ketersediaan suku cadang minimal 5 tahun berikutnya;

(4) penyedia akan mengunjungi jika suku cadang tidak
terjangkau pengguna;

(5) pihak puskesmas dapat menghubungi bantuan instalasi
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melalui nomor telepon yang tertera di kartu garansi;

[6) jika ada USG yang perlu dilakukan service:

ja) barang yang perlu dilakukan service dikirim ke kantor
distributor atau teknisi datang ke puskesmas;

jb) jika dikirim, barang yang sudah dilakukan service
dikirim kembali ke puskesmas; dan

ic) menetapkan load time waktu perbaikan.

(7] penyedia melaksanakan pertemuan online bulanan untuk
mendapatkan masukan dari pengguna USG dan
pemecahan permasalahan terkait teknis alat dalam 1 tahun
pertama.

2) Ketentuan teknis

a) minimal digital grayscale;

b} ukuran monitor minimal 12 inci LED atau LCD;

c] memiliki fungsi input dan ocutput dengan format DICOM yang
tidak dikunci oleh aplikasi bawaan, dan dapat dibuka oleh
viewer yang free-ware/ open source;

d) memiliki port USB dan LAN/ethernet:

[1) dapat dibuktikan, hasil pemeriksaan USG harus bisa
dikonsultasikan melalui telemedisin/aplikasi;

[2) output hasil pemeriksaan USG tersedia dalam jenis file
digital berupa JPG, PDF dan video; dan

(3] memiliki port output untuk transfer file (USB dan LAN) ke
Personal Computer (PC).

€] minimal 8GB HDD/SSD standard storage space;

fy teknik suppression minimal setara dengan 8 segmen TGC dan
speckle suppression imaging,

gl kemampuan setting optimasi gambar: fokus, kedalaman (depth),
lebar jendela akustik (wide], dan zoom;

h) dedicated seffing obstetri untuk optimalizsasi gambar dan
aplikasi pengukuran;

ij paket pengukuran minimal: B-Mode GS, CRL, BPD, HC, AC, FL,
gestational age, expected date of delivery dan M-Mode: Denyut
Jantung Janin (DJJ) per menit;

jl  probe standar konveks 3.5 MHz, disarankan multi frekuensi (3-
5 MHz);

k) probe linear resolusi tinggi, real-time dengan transduser
bandwidth luas, frekuensi sentral setidaknya 12 MHz (lebih
besar lebih baik) untuk pemeriksaan payudara;

I} minimal mendulkung 2 probe dengan 2 port atau jika memiliki
hanya 1 port dilengkapi dengan konektor transducer;

m) resclusi baik: mampu membedakan demarkasi antar jaringan
dengan jelas [dilengkapi pengaturan resolusi yang mampu
membedakan tulang, jaringan dan cairan);

n) dilengkapi fasilitas perbaikan kontras gambar |(image);

o] woltage 220V, 50Hz;

pl  rechargeable battery, mendukung kerja tanpa listrik minimal
selama 90 menit;

q] dilengkapi tutorial function dan video tutorial penggunaan USG;

r} layanan purna jual dengan call centre mudah dihubungi;

s]  memiliki nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan;

t) sertificate of origin bagi produk luar negert;

u) garansi minimal 2 tahun; dan

v] alat pendukung USG terdiri atas:

(1) troli tempat USG: mobile trolley 3 level untuk tempat USG
dan stabilizer, custer lock; dan
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[2) stabilizer tegangan listrik: kapasitas: 1000 VA, voltase 220
V (+/-10%), 50 Hz.

2. Penguatan kapasitas rumah sakit mampu PONEK, yaitu penyediaan alat
kesehatan rumah sakit mampu PONEK yang bertujuan untuk penguatan
pelayanan ibu dan anak sesuai standar di kabupaten/kota yang menjadi
lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu [AKI) dan Angka Kematian
Bayi [AKB) tahun 2023. Alat kesehatan rumah sakit mampu PONEK meliputi
alat kesehatan di ruang NICU, PICU, ruang operasi, UGD, dan ruang bersalin
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. HKetentuan umum

1) mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

2) mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung PONEK di rumah
sakit kabupaten/kota yang masuk ke dalam lokus penurunan AKI
dan AKB berdasarkan analisis dan justifikasi kebutuhan pelayanan
yvang telah disetujui ocleh tenaga kesehatan pengguna serta
memperhatikan beban utilitas peralatan;

3) mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan
lengkap, dan dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;

4) melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan
yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan
dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBED/BLUD, sertifikat
pengujian (kalibrasi, dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;

5) mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan lengkap,
dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;

6) penyediaan alat kesehatan mengutamakan peralatan kesehatan
yang tercantum dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai dengan
spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar; dan

7) untuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 2
produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin
edar;

b. Ketentuan teknis

Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dalam

memberikan pelayanan dan mengoperasikan alat paling sedikit:

1) tenaga medis (spesialis anak 2 orang, spesialis obstetri dan
ginekologi 2 orang, spesialis anestesi 1 orang);

2) perawat; dan

3) bidan.

3. Unit Transfusi Darah (UTD)

Kebijakan DAK Fisik tahun 2023 untuk UTD difokuskan untuk
pembangunan {renovasi sarana UTD, UTD mobile dan penyediaan alat UTD
di rumah sakit. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
dan akses pelayanan darah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah
Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, dan Pedoman Desain
Tipikal Bangunan UTD serta Pedoman Desain Tipikal Mobil Donor Darah.

a. Ketentuan umum

1} kabupaten/kota yang belum memiliki UTD;

2) pembangunan UTD pada rumah sakit dilaksanakan apabila mamah
sakit belum memiliki UTD atau bangunan/gedung yang tidak sesuai
dengan standar;

3) renovasi gedung/bangunan UTD dilaksanakan pada rumah sakit
yvang telah memiliki gedung/bangunan UTD tersendiri tetapi telah
mengalami kerusakan sedang/berat;

4) bangunan dan peralatan UTD diutamakan terpisah dari umnit
pelayanan laboratorium medik;
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3) pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga UTD tidak boleh
dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) atau profit center di
rumah sakit;

&) biaya operasional dan pemeliharaan UTD menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah atau rumah sakit; dan

7) tmumah sakit bertangpung jawab memenuhi SDM UTD sesuai
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit
Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan
Transfusi Darah.

b. Ketentuan teknis

1} ketentuan terkait teknis bangunan, peralatan dan bahan habis pakai
UTD mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun
2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan
Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;

2) persyaratan bangunan UTD mengacu pada Pedoman Desain Tipikal
Bangunan UTD dengan mempertimbangkan kelas kemampuan UTD
sesuai kebutuhan dan kemampuan memenuhi persyaratan UTD;

3) persyaratan UTD mobile mengacu pada Pedoman Desain Tipikal
Mohil Donor Darah;

4) peralatan UTD harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan
garansi;

3) diutamakan peralatan UTD terdapat di dalam e-katalog dan produksi
dalam negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
dan

6) =sarana, UTD mobile dan alat UTD diperuntukan untuk pelayanan
UTD di rumah sakit, dan tidak diperkenankan dialihfungsikan
keluar pelayanan UTD di rumah sakit.

4. Penyediaan alat surveilans gizi, yaitu alat antropometri
a. HKetentuan umum

1) s=sasaran penerima alat antropometri adalah puskesmas dengan
posyandu di wilayahnya yang belum memiliki alat antropometri
sesuai standar di 12 provinsi prioritas stunfing;

2) penyediaan alat antropometri untuk setiap puskesmas dilakukan
oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan memperhatikan
ketersediaan alat antropometri di puskesmas (menyesuaikan jumlah
posyandu di wilayah kerja puskesmas|;

3) pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota menyediakan biaya
distribusi alat antropometri dari kabupaten/kota sampai ke
puskesmas; dan

4) mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan memiliki
izin edar dari Kementerian Kesehatan.

b. Ketentuan teknis

1) spesifikasi alat antropometri merujuk pada Standar Alat
Antropometri dan Alat Deteksi Dini Perkembangan Anak yang diatur
oleh Kementerian Kesehatan; dan

2) 1 paket alat antropometri terdiri dari:

a) 1 unit alat ukur berat badan bayi;

b) 1 unit alat ukur berat badan injak digital (sfanding weight];

c) 1 unit alat ukur panjang badan (infantometer/lenghth board);
d) 1 unit alat ukur tinggi badan (stadiometer);

e] 1 unit alat ukur lingkar lengan atas dan lingkar kepala; dan

f) 1 unit tas antropometri.
3.1.5.2. Subbidang Pengendalian Penyakit
Peralatan pengendalian penyakit (P2P), meliputi penyediaan:
a. IVA kit
1} Ketentuan umum
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a) sasaran deteksi dini kanker leher rahim adalah wanita usia 30-
50 tahun yang pernah berhubungan seksual;

b) diperuntukan hanya untuk kabupaten/kota yang puskesmasnya
belum memenuhi standar ketersediaan alat IVA kit;

c| penyediaan IVA kit dilakukan oleh dinas kesehatan
kabupaten fkota;

d] surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menyatakan bahwa puskesmas memiliki tenaga yang
berkompeten melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim;

€] surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menyatakan kesanggupan memenuhi biaya pemeliharaan dan
operasional bersumber APBD;

fi TOR dan RAB [TOR memuat analisa kebutuhan dengan data
rekapitulasi FKTP dan jumlah SDM yang kompeten dalam deteksi
dini kanker leher rahim) yang ditandatangani minimal oleh
kepala bidang P2P dinas kesehatan kabupaten (kota;

g) data inventarisasi jumlah puskesmas yang memiliki alat IVA kit

tahun 2018-2020;

laporan pelaksanaan deteksi dini IVA 1 tahun terakhir (jumlah

sasaran yang diperiksa dan hasil deteksi dini];

ij tersedianya referensi harga dari e-katalog atau penawaran dari
pihak penyedia;

jl spesifikasi alat yang di tanda tangani kepala dinas kesehatan
kabupaten fkota; dan

k) daftar rencana distribusi.

2] Ketentuan teknis

VA kit merupakan satu kesatuan terdiri dari spekulum stainless

steel dengan ukuran S, M, L, tampon tang bengkok dan tempatnya,

pinset anatomis dan lampu sorot, larutan desinfektan berupa

alkchol dengan konsentrasi 70%, asam cuka dengan konsentrasi 3-

3%, kapas lidi dan tempatnya, plastik sampah medis, tas kit, dan

kartu dan form deteksi dini kanker payudara dan kanker leher

rahim.

b. Vaccine refrigerator
Penyediaan perbekalan kesehatan pendukung imunisasi di puskesmas
vaccine refrigerator berfungsi sebagai tempat menyimpan vaksin agar
bertahan pada suhu yang ditentukan, yaitu +2'C s.d +8'C, serta dapat
juga difungsikan untuk membuat kotak dingin cair (cooclpack).
Perbekalan kesehatan pendukung imunisasi mengacu pada Peraturan
Menteri Kesehatan yang berlaku.

1) Ketentuan umum

a) diperuntukan bagi puskesmas yang belum memiliki vaccine
refrigerator, atau sudah memiliki vaccine refrigerator tapi dengan
kondisi: (1) tidak sesuai standar Performance Qualify and Safety
(PQS) WHO; (2) rusak dan atau usia pengadaan = 8 tahun; dan
|3) kapasitas penyimpan masih kurang berdasarkan jumlah
penduduk dan atau jumlah sasaran imunisasi;

b) teregistrasi dalam PQS WHO;

¢| memiliki bukaan model top opening (buka atas);

d) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang kesanggupan memenuhi biaya pemeliharaan dan
operasional bersumber APBD;

€] TOR dan RAB (TOR memuat penjelasan latar belakang usulan
vaccine refrigerator dikaitkan dengan program imunisasi) yang
ditandatangani minimal oleh kepala bidang P2P dinas kesehatan
kabupaten /kota;

h
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fil daftar inventarisasi cold chain;

gl telaah kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang
kebutuhan vaccine refrigerator;

h) referensi harga dari e-katalog;

i spesifikasi alat yang di tanda tangani kepala dinas kesehatan
kabupaten fkota; dan

jl daftar rencana distribusi;

2) Ketentuan teknis

Dalam mengadakan vaccine refrigerator, perlu diperhatikan

ketersediaan sumber energi setempat.

a) jika sumber energi listrik selalu tersedia atau 24 jam, maka
vaccine refrigerator harus bersumber energi listrik atau tipe AC;

b) jika sumber energi listrik tidak tersedia 24 jam, maka vaccine
refrigerator harus bersumber daya surya (solar cell); dan

c] jika sumber energi listrik tersedia 24 jam namun tidak stabil atau
sering terjadi pemadaman, maka wvaccine refrigerator dapat
bersumber daya surya (solar celll dengan melengkapi surat
pernyataan ketersediaan listrik berisi justifikasi terkait kondisi
tersebut yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan
kabupaten [kota.

c. Sanitarian kit
1) EKetentuan umum

a) sasaran sanitarian kit adalah puskesmas yang belum memiliki
sanitarian kit dan memiliki sanitarianf/tenaga sanitasi
lingkungan ftenaga kesehatan lingkungan sebagai penanggung
jawab pemakaian sanitarian kit pada pelaksanaan pengawasan
kualitas lingkungan;

b) penyediaan sanifarian kit dilakukan oleh dinas kesehatan
kabupaten [kota;

c) sanifarion kit terdiri dari alat pengukur kualitas udara, alat
pengujian kualitas air, dan alat pengujian kualitas pangan, serta
peralatan pendukung;

d) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang kebutuhan sanitarian kit yang ada di puskesmas;

€] surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang rencana distribusi/penempatan sanitarian kit di
puskesmas;

f) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang inventarisasi sanitarian kit di puskesmas yang disertai
sumber pembiayaan pengadaan dan tahun pengadaannya;

g) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang daftar sanitarian/petugas penanggungjawab kesehatan
lingkungan di puskesmas;

h) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang daftar spesifikasi alat;

ij melampirkan referensi harga;

jl surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang kesanggupan menyediakan reagen yang digunakan
untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan yang diperlukan serta
tempat penyimpanan reagen yang sesuai; dan

k] surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang kesanggupan merawat dan melakukan kalibrasi
sanitarian kit sesuai dengan aturan yang berlaku.

2] Ketentuan teknis
a) Alat pengukur kualitas udara
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Parameter mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara

dalam Ruang Rumah. Adapun parameter yang diukur antara

lain:

(1) parameter fisika, terdiri dari alat pengukur temperatur untuk
mengukur suhu dengan rentang 18-30°C; alat pengukur
kelembaban udara untuk mengukur kelembaban udara
dengan rentang 40-60% Rh; alat pengukur kecepatan aliran
udara untuk mengukur kecepatan aliran udara dengan
rentang 0,150,253 m/dtk; alat pengukur intensitas
pencahayaan untuk mengukur intensitas pencahayaan
dengan standar baku mutu minimal 60 e alat pengukur
partikulat di uwdara untuk mengukur partikulat di udara
|particulate matter/ PM) dengan standar baku mutu: PM2,5 35
pgr/m3 dalam 24 jam, PM 10 kurang sama dengan 70 pgr/m3
dalam 24 jam; dan alat ukur kebisingan; dan

(2) parameter biologis, terdiri dari alat pengukur jumlah kuman
di udara untuk mengukur jumlah kuman di udara.

b} Alat pengujian kualitas pangan

Parameter mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene

Sanitasi Makanan Jajanan, Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Hygiene Sanitasi Rumah

Makan dan Restoran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096

Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa boga, Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar

Biasa Keracunan Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air

Minum. Adapun parameter yang diukur antara lain:

(1) parameter kimia yang dapat memeriksa kandungan bahan
kimia berbahaya pada pangan siap saji, minimal mampu
memeriksa keberadaan Methanyl Yellow, Rodhamin B,
Formaldehid, dan Borax;

(2) parameter mikrobiologi berupa alat pengukur keberadaan
bakteri pada pangan yang dapat memeriksa keberadaan
bakteri dalam pangan siap saji, minimal E-coli, Coliform,
dan Enterobacteriacae; dan

(3) Parameter fisika berupa alat pengukur suhu makanan yang
dapat mengukur suhu permukaan makanan dan suhu
internal pangan siap saji.

c] Alat pengujian kualitas air

Parameter mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan

Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32

Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan

dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene

Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Agua, dan Pemandian Umum.

Adapun parameter yang diukur antara lain:

(1) parameter fisika yang dapat memeriksa kualitas fisika air
antara lain warna, total zat padat terlarut (TDS), dan
kekeruhan;

(2) Parameter kimia berupa alat pengukur parameter kimia air
yvang dapat memeriksa kualitas kimia air antara lain Arsen
0,01 mg/l, Fluorida 1,3 mg/]l, Nitrit [NO2) 3mg/l, Nitrat
(NO3) 50mg/l, Sianida 0,07 mg/l, Aluminium 0,2 mg/l, Besi
0,3 mg/l, Kesadahan 500mg/l, Klorida 250 mg/]l, Mangan
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0.4 mg/l, pH digital, Seng 3 mg/1, Sulfat 230 mg/], Tembaga
2 mg/l, Amonia 1,5 mg/l, Sisaklor 5 mg/l, dan Total krom;
(3) parameter mikrobiologi berupa alat penpukur parameter
mikrobiologi air yang dapat memeriksa keberadaan bakteri
dalam air, minimal E. coli dan Coliform; dan
(4] Peralatan photometer yang dapat mengukur kualitas kimia
dan mikrobiologi pada media pangan dan air.

d) Peralatan pendukung terdiri dari peralatan pengukuran
mikrobiclogi berupa inkubator dan colony counter digital,
pencacah sampel/blender, mortar dan pestel, global positioning
system, coolbox, pinset dan gunting, pipet transferspuit, salin
steril, timbangan digital, aquades, wadah sampel, masker,
kertas saring, alcohol swab, corong kaca, rak tabung, lampu
spiritus, samng tangan, botol sampel, dan tas peralatan; dan

e] Jumlah reagen pemeriksaan minimal 50 sampel.

d. Hematology analyzer
1} EKetentuan umum

a) memiliki tenaga ahli teknologi laboratorium medis (ATLM);

b) memiliki fasilitas listrik yang memadai;

c| mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

d) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupatenkota yang
menyatakan bahwa daerah mengisi ASPAK dengan benar sesuai
dengan kondisi;

e] surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
terkait data ketersediaan alat hematology analyzer per
puskesmas;

f) daftar rencana distribusi alat per puskesmas yang
ditandatangani kepala dinas kesehatan kabupaten (kota; dan

g] pemerintah daerah tingkat kabupaten /kota menyediakan biaya
distribusi alat dari kabupaten /kota sampai ke puskesmas.

2) Ketentuan teknis

a) merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Labeoratorium Pusat Kesehatan
Masyarakat;

b) kemampuan pemeriksaan laboratorium di puskesmas terkait
hematologi, yaitu: hemoglobin, hematokrit, hitung eritrosit,
hitung trombosit, hitung lekosit, dan hitung jenis lekosit;

c] mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan
memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan;

d) terdapat petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia yang
mudah dipahami; dan

€] dapat digunakan minimal 5 tahun.

e. Alat kimia darah
1} Ketentuan umum

a) sasaran alat kimia darah adalah puskesmas yang belum
memiliki alat kimia darah;

b) alat kimia darah adalah alat yang digunakan untuk melakukan
pemeriksaan komponen kimia dan sifat fisik darah dalam rangka
menetapkan diagnosa atas suatu kondisi medis.

c) alat ini dapat digunakan untuk melakukan pengujian pada
beberapa penyakit seperti pengukuran kadar lemak darah,
fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi pankreas serta
pengukuran kadar gula dalam darah;

d) penyediaan alat kimia darah dilakukan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota dengan melampirkan:

(1} surat pernyataan tentang inventarisasi dan pemetaan
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sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai data ASPAK;

[2) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang rencana distribusi/penempatan alat kimia darah di
puskesmas;

(3] surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang kesanggupan memenuhi biaya pemeliharaan,
kalibrasi penyediaan sarana, prasarana pendukung
operasional lainya bersumber APBD;

[4) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang ketersediaan Ahli Teknologi Laboratorium Medis
|ATLM) di puskemas;

(3) TORdan RAE [TOR memuat analisa kebutuhan dengan data
rekapitulasi FKTP, jumlah SDM terkait) ditandatangani
kepala bidang P2P dinas kesehatan kabupaten/kota;

[B) tersedianya referensi harga dari e-katalog atau penawaran
dari pihak penyedia; dan

(7) spesifikasi alat yang di tanda tangani kepala dinas
kesehatan kabupaten/kota.

2] Ketentuan teknis

a) prinsip kerja alat kimia darah adalah melewatkan cahaya pada
sampel yang direaksikan dengan reagen tertentu yang
ditempatkan dalam kuvet dengan panjang gelombang tertentu;

b) s=sebagian dari cahaya diserap dan sisanya akan dilewatkan, nilai
absorbansi dari cahaya yang dilewatkan akan sebanding dengan
konsentrasi larutan di dalam kuwvet;

c) alat kimia darah yang dimaksud adalah photometer yang
memiliki komponen-komponen sumber cahaya yaitu lampu
halogen, filter, tempat sampel atau kuvet dan detektor;

d) parameter mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
43 Tahun 2019 tentang Pusat Kezehatan Masyarakat; dan

€] dalam mengadakan alat kimia darah, perlu diperhatikan
ketersediaan sumber energi listrik setempat.

3.1.5.3. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
1. Penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas
a. HKetentuan umum

1) penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas harus
dilengkapi dengan telaah yang memuat penjelasan dan analisis
kebutuhan  pelayanan  kesehatan dasar serta kebutuhan
pembangunan yang disetujui oleh kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota dan diketahui oleh kepala dinas kesehatan provinsi;

2) penyediaan sarana melampirkan analisis komponen biaya
pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat atau DED hasil
konsultan perencana;

3) jika terdapat pekerjaan konstruksi pada penyediaan prasarana listrik
(solar cell), IPL, air bersih, daerah melampirkan analisis komponen
biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat atau DED
hasil konsultan perencana;

4) penyediaan prasarana dan alat kesehatan dilakukan dengan
mengutamakan prasarana dan peralatan kesehatan yang tercantum
dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang
dibutuhkan sesuai standar;
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5) untuk prasarana dan alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling
sedikit 2 produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki
izin edar;

6] tersedianya kesanggupan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk
memenuhi biaya pemeliharaan serta kalibrasi alat kesehatan, SDM,
dan biaya operasional; dan

7) memprioritaskan pengadaan alat kesehatan untuk memenuhi standar
alat kesehatan puskesmas yang mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.

b. Ketentuan teknis

1} Sarana

Pembangunan sarana/bangunan puskemas di kecamatan tanpa

puskesmas termasuk penyediaan rumah dinas dan sarana

pendukung lainnya, meliputi:

a) pembangunan puskesmas dapat termasuk penyediaan rumah
dinas, pagar, pekerjaan halaman, tempat parkir, dan mebel;

b] pembangunan rumah dinas diperuntukkan bagi dokter/dokter
gigi/tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan dibangun
dengan jarak terjauh 200m dari puskesmas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c] untuk pembangunan puskesmas perlu diperhatikan antara lain
ketersediaan infrastruktur pendukung (akses jalan, sumber air
bersih, jaringan listrik);

d) tersedianya sertifikat kepemilikan tanah atau dokumen
kepemilikan tanah lainnya yang sah yvang diperuntukkan bagi
puskesmas;

e] mempunyai lahan siap bangun sudah dilakukan perataan,
pemadatan dan pematangan tanah:

f) pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah di
kabupaten /kota; dan

g) setiap pembangunan gedung puskesmas hamis memperhatikan
Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan
Puskesmas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan.

2} Prasarana

Penyediaan prasarana puskemas di kecamatan tanpa puskemas

meliputi prasarana jaringan listrik (solar cell) gedung puskesmas, air

bersih, Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan pusling roda dua.
3) Alat kesehatan

a) penyediaan alat kesehatan puskesmas di kecamatan tanpa
puskemas meliputi: set pemeriksaan umum; set gawat darurat;
set persalinan; set paska persalinan; set sterilisasi; set rawat
inap; dan set laboratorium; dan

b) penyediaan alat kesehatan dilakukan dengan mengutamakan
produksi dalam negeri.

2. Penguatan layanan primer, meliputi:
a. Peningkatan puskesmas pembantu (pustu)

Pembangunan pustu menjadi puskesmas beserta sarana pendukung

lainnya.

1) EKetentuan umum

a) pembangunan puskesmas baru hamis dilengkapi dengan telaah
yvang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan pelayanan
kesehatan dasar serta kebutuhan pembangunan yang disetujui
oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan diketahui oleh
kepala dinas kesehatan provinsi;
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b] pembangunan puskesmas termasuk penyediaan rumah dinas,
pagar, pekerjaan halaman, tempat parkir, meubelair;

c| pembangunan rumah dinas, diperuntukkan bagi dokter/dokter
gigi/tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan dibangun
dengan jarak terjauh 200 m dari puskesmas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

d] penyediaan sarana melampirkan analisis komponen biaya
pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat atau DED
hasil konsultan perencana;

€] tersedianya kesanggupan dinas kesehatan kabupaten/kota
untuk memenuhi biaya pemeliharaan serta kalibrasi alat
kesehatan, SDM, dan biaya operasional;

f) penyediaan prasarana listrik (solar cell), IPL, air bersih, jika
terdapat pekerjaan konstruksi, melampirkan analisis komponen
biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat atau
DED hasil konsultan perencana, atau referensi harga e-katalog,
atan disertakan paling sedikit 2 produk pembanding
harga/spesifikasi;

gl bagi yang mempunyai DED pembangunan puskesmas dari
konsultan perencana yang telah sesuai dengan pedoman
pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas
maka biaya pembangunan puskesmas menggunakan dokumen
tersebut;

h) tersedia lahan sesuai dengan persyaratan; dan

ij setiap pembangunan gedung puskesmas harus memperhatikan
Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan
Puskesmas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan.

2) Ketentuan teknis

a) untuk pembangunan puskesmas perlu diperhatikan antara lain
ketersediaan infrastruktur pendukung (akses jalan, sumber air
bersih, jaringan listrik);

b) tersedianya sertifikat kepemilikan tanah ataun dokumen
kepemilikan tanah lainnya yang sah yvang diperuntukkan bagi
puskesmas;

c) mempunyai lahan siap bangun sudah dilakukan perataan,
pemadatan dan pematangan tanah; dan

d) pembangunan sesuai dengan rencana tata muang dan wilayah di
kabupaten kota.

b. Pembangunan puskemas termasuk sarana pendukung lainnya
1} EKetentuan umum

a) pembangunan puskemas harus dilengkapi dengan telaah yang
memuat penjelasan dan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan
dasar serta kebutuhan pembangunan yang disetujui oleh kepala
dinas kesehatan kabupaten (kota dan diketahui oleh kepala dinas
kesehatan provinsi;

b) penyediaan sarana melampirkan analisis komponen biaya
pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat atau DED
hasil konsultan perencana;

c] jika terdapat pekerjaan konstruksi pada penyediaan prasarana
listrik (solar cell), IPL, air bersih, daerah melampirkan analisis
komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum
setempat atau DED hasil konsultan perencana;

d) penyediaan prasarana dan alat kesehatan dilakukan dengan
mengutamakan prasarana dan peralatan kesehatan yang
tercantum dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai dengan
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spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar. Untuk prasarana

dan alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 2

produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin

edar;

€] tersedianya kesanggupan dinas kesehatan kabupaten/kota
untuk memenuhi biaya pemeliharaan serta kalibrasi alat
kesehatan, SDM, dan biaya operasional; dan

f) memprioritaskan pengadaan alat kesehatan untuk memenuhi
standar alat kesehatan puskesmas yang mengacu pada

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat.

2] Ketentuan teknis
a) Sarana

Pembangunan sarana/bangunan  puskemas  termasuk

penyediaan rumah dinas dan sarana pendukung lainnya:

(1} pembangunan puskesmas dapat termasuk penyediaan
rumah dinas, pagar, pekerjaan halaman, tempat parkir,
meubelair;

[2) pembangunan rumah dinas diperuntukkan  bagi
dokter /dokter gigi/tenaga kesehatan yang bertugas di
puskesmas dan dibangun dengan jarak terjauh 200 m dari
puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlakun;

(3] untuk pembangunan puskesmas perlu diperhatikan antara
lain ketersediaan infrastruktur pendukung (akses jalan,
sumber air bersih, jaringan listrik);

(4} tersedianya sertifikat kepemilikan tanah atau dokumen
kepemilikan tanah lainnya yang sah yang diperuntukkan
bagi puskesmas;

(5] mempunyai lahan siap bangun sudah dilakukan perataan,
pemadatan dan pematangan tanah;

[6) pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan
wilayah di kabupaten /kota; dan

(7} =etiap pembangunan gedung puskesmas  harus
memperhatikan Pedoman Pembangunan dan Peningkatan
Fungsi Bangunan Puskesmas yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

b) Prasarana

(1} penyediaan prasarana puskemas meliputi prasarana
jaringan listrik (solar cell) gedung puskesmas, air bersih,
Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan pusling air; dan

(2} ketersediaan tenaga yang mampu mengoperasionalkan
prasarana (pusling air).

c] Alat kesehatan

(1} penyediaan alat kesehatan puskesmas meliputi: set gawat
darurat; set KIA, KB; set paska persalinan, set sterilizsasi;
dan set rawat inap; dan

(2) penyediaan alat kesehatan dilakukan  dengan
mengutamakan produksi dalam negeri.

c. Alat laboratorium puskesmas
1) EKetentuan umum
a) memiliki tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis [ATLM) yang
ditugaskan di puskesmas lokus; dan
b) pengajuan usulan alat laboratorium puskesmas didukung
dengan dokumen sebagai berikut:

(1} telaah yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan

pelayanan kesehatan dasar serta kebutuhan alat kesehatan
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labkesmas wyang ditandatangani oleh kepala dinas
kesehatan kabupaten [kota dan diketahui oleh kepala dinas
kesehatan provinsi;

[2) surat keputusan kepala daerah/kepala dinas kesehatan
kabupaten [ kota tentang penetapan lokus penerima set alat
kesehatan labkesmas melalui DAK fisik tahun 2023;

3] surat keterangan kepala daerah/kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota wyang menyatakan bahwa  tidak
mengadakan alat kesehatan yang mengandung mercuri
serta mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

[4) penyediaan alat kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan
kabupaten kota; dan

[3) surat keterangan kepala daerah/kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota tentang |ketersediaan infrastruktur
pendukung penggunaan alat laboratorium (sumber air
bersih, jaringan listrik].

2) Ketentuan teknis
a) pengadaan didasarkan pada data ketersediaan dan kondisi alat

di puskesmas berdasarkan data ASPAK ([Aplikasi Sarana

Prasarana dan Alat Kesehatan), 1 set laboratorium kesmas

gesual dengan kebutuhan alat pada laboratorium puskesmas.

Alat laboratorium puskesmas dapat dipilih sesuai dengan jenis

alat berikut:

1} elektrometer yang berfungsi untuk pemeriksaan RDT, gula
darah, azam urat dan kolesternol total;

2] hemositometer set yang berfungsi untuk menghitung
konsentrasi sel darah, terdiri atas chamber yang terlihat 9
kotak besar, dimana pada tiap kotak besarnya terdapat 25
kotalk kecil;

3] lemari es reagen yang berfungsi untuk menyimpan reagen;

4 pembendung/torniquet yang berfungsi sebagai
pengencang/membendung aliran darah yang digunakan
pada lengan atau kakdi;

[3) pipet series (pipet mikro 5-50, 100-200, 500-1.000 ul) yang
berfungsi untuk mengambil dan memindahkan cairan atau
larutan dalam jumlah tertentu (sedikit), umumnya
berbentuk seperti sedotan yang terbuat dari kaca atau
plastik dengan ujung meruncing dan ujung lainnya ditutupi
karet;

[6) rotator yang berfungsi untuk melarmitkan bahan tertentu,
mencampur bahan yang akan dianalisa, digunakan untuk
proses titrasi, serta untuk mencampurkan zat tertentu;

(7] s=entrifus listrik wyang berfungsi untuk melakukan
pemisahan pada suatu laratan/komponen zat dengan
endapan;

8] s=sentrifus mikro hematokrit wyang berfungsi untuk
melakukan pemisahan larutan darah pada pengulkuran
hematokrit (salah satu komponen darah);

[9) tabung laju endap darah |westergren set) yang berfungsi
untuk mengukur Laju Endap Darah (LED);

(10 tally counter yang berfungsi untuk menghitung; dan

(11} wrine analizer yang berfungsi untuk menganalisa urine
{kadar gula darah, kandungan bilirubin, PH, protein dan sel
darah merah) dalam urine.

keterangan jaminan layanan puma jual minimal 2 tahun.
3. Pengembangan puskesmas pembantu
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a. Sarana dan prasarana
1) EKetentuan umum

a) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menyatakan bahwa desa/kelurahan yang akan dibangun
puskesmas pembantu belum tersedia bangunan puskesmas,
pustu, poskesdes dan polindes;

b) telaah yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan
pelayanan kesehatan dasar serta kebutuhan pembangunan
puskesmas pembantu yang ditandangani oleh kepala dinas
kesehatan kabupaten/kota dan diketahui oleh kepala dinas
kesehatan provinsi;

c) surat penetapan lokus penerima sarana dan prasarana
puskesmas pembantu melalui DAK fisik tahun 2023 dengan
keputusan ketetapan oleh kepala daerah; dan

d) surat pernyataan komitmen kepala daerah yang memuat:

(1) komitmen untuk tidak mengalihfungsikan bangunan;
(2) komitmen penyediaan tenaga kesehatan di sarana tersebut;
dan
(3) komitmen penyediaan biaya operasional pelayanan di
sarana tersebut.
2) Ketentuan telknis

a) sertifikat kepemilikan tanah milik pemerintah daerah atau
dokumen kepemilikan tanah lainnya yang sah atau surat
jaminan ketersediaan tanah dari kepala daerah (surat
pernyataan kepala daerah);

b) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang tersedianya lahan siap bangun, lahan tidak dalam
sengketa, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan
pematangan tanah;

c) surat ijin lingkungan dari pemerintah daerah yang memuat
keterangan bahwa pembangunan sesuai dengan rencana tata
ruang dan wilayah di kabupaten fkota;

d) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupatenfkota yang
berisi pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur
pendukung (akses jalan, sumber air bersih, pengelolaan limbah
(IPAL), jaringan listrik);

€] melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas
pekerjaan umum setempat; dan

fj standar teknis pembangunan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan.

b. Peralatan puskesmas pembantu
1) EKetentuan umum

a) telaah wyang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan
pelayanan kesehatan dasar serta kebutuhan alat kesehatan
puskesmas pembantu yang ditandatangani oleh kepala dinas
kesehatan kabupaten/kota dan diketahui oleh kepala dinas
kesehatan provinsi;

b) surat kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang
penetapan lokus penerima peralatan puskesmas pembantu
melalui DAK Fisik tahun 2023;

c| surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
menerangkan bahwa mengutamakan produk alat kesehatan
dalam negeri dan alat kesehatan yang tidak mengandung
merkuri;

d) penyediaan alat kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri
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Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat;

e) penyediaan alat kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota;

f) memiliki surat/dokumen pernyataan kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota tentang ketersediaan tenaga kesehatan yang
mampu mengoperasionalkan peralatan, dan kesanggupan
membiayai operasional, serta pemeliharaan bersumber dana
APBD;

g) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang ketersediaan infrastruktur pendukung (sumber air
bersih, jaringan listrik); dan

h) melampirkan referensi harga dalam e-katalog, untuk alat
kesehatan non e-katalog disertakan paling sedikit 3 produk
pembanding harga /spesifikasi yang sudah memiliki izin edar.

2) Ketentuan teknis

a) surat keterangan ada jaminan layanan purna jual;

b) satu paket peralatan puskesmas pembantu disesuaikan dengan
kebutuhan peralatan terhadap 3 set yaitu:

(1) set umum dan KIA
a) antropometri (timbangan bayi digital dan infantometer,
alat ukur tinggi badan, timbangan digital ibu dan anak,

length board);
b) tensimeter;
c) doppler,

d) gunting benang dan verband,

e) klem kasa, kelly/kocher;

f) tempat tidur periksa;

g) palu refleks;

h) pinset anatomis, bedah;

i}  silinder korentang;

j)  spekulum vagina;

k) stand lamp;

I) stetoskop;

m) spatula lidah;

n) tampon tang;

o) termometer;

p) tromol kasa;

q) bak dan baki instrument;

r) meja instrument;

s) senter periksa;

t) toples kaca;

u) penghisap lender neonatus;

v) tabung oksigen, regulator;

w) acute respiratory infections timer,

x) SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang Anak);

y) tenaculum;

z) sonde uterus;

aa) forcep tampon bag;

bb) gunting mayo;

cc) forcep kelly;

dd) klem lurus, lengkung, alligator;

ee) nierbeken;

ff) scalpel (pisau bedah);

gg) pemegang scalpel;
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hh) klem U; dan
ii) klem mosquito.

(2) Set Imunisasi
(a) Vaksin carrier

(3) Set Laboratorium
(a) Alat RDT (Hb, Gula Darah)

i. Hb Meter
ii. Alat RDT (Gula Darah dan Kolesterol)
(b) Tes Celup Glucoprotein urine
(c) Tes celup HCG
(d) Tes Golongan darah; dan
(e) Kulkas (Penyimpanan reagen, vaksin dan obat).
c) satu paket peralatan puskesmas pembantu hanya untuk 1 lokus;
dan
d) komponen set peralatan puskesmas pembantu disesuaikan
dengan kebutuhan daerah.
c. Posbindu/lansia kit
Posbindu/lansia kit ialah paket alat dan bahan yang digunakan untuk
skrining/deteksi dini faktor risiko PTM pada kelompok usia produktif dan
lansia di posbindu/posyandu lansia/posyandu terintegrasi.
1) Ketentuan umum
a) daerah mengumpulkan data dukung yang dibutuhkan, sebagai
berikut:

(1) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
bahwa petugas kesehatan di puskesmas yang mengusulkan
telah mengikuti pelatihan/orientasi posbindu/pelayanan
kesehatan lansia;

(2) surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang kesanggupan memenuhi biaya pemeliharaan dan
operasional bersumber dari APBD;

(3] TOR dan RAB (TOR menjelaskan analisa kebutuhan
posbindu/lansia kit, data rekapitulasi FKTP, dan jumlah
nakes terlatih) ditandatangani minimal oleh kepala bidang
P2P dinas kesehatan kabupaten/kota;

(4) inventarisasi jumlah posbindu/lansia kit tahun 2019 s.d.
2022;

(5) laporan pelaksanaan deteksi dini 1 tahun terakhir (jumlah
sasaran dan hasil deteksi dini);

(6) referensi harga (lampirkan e-katalog), pembelanjaan
melalui e-katalog; dan

(7) daftar rencana distribusi.

2) Ketentuan teknis

a) posbindu/lansia kit harus dilengkapi dengan bahan medis habis
pakai sebanyak 200 pemeriksaan sebagai stimulan dan
digunakan oleh kader yang terlatih atau kader yang telah
mengikuti kegiatan orientasi posbindu di bawah pembinaan
tenaga kesehatan melalui pelaksanaan posbindu atau posyandu
lansia;

b) posbindu/lansia kit terdiri dari 20 komponen yaitu:

(1} tensimeter digital;

(2} stetoskop dewasa;

(3) timbangan badan dewasa;

(4} termometer digital dahi;

(5) alat pengukur/tes darah portabel/rapid diagnostic test
untuk gula darah;

(6) alat pengukur/tes darah portabel/rapid diagnostic test
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untuk kolesterol;

(7] alat pengukur/tes darah portabel/rapid diagnostic test
untuk asam urat;

[8) strip uji gula darah untuk 200 tes (strip disesuaikan dengan
alat pengukur/tes darah portabel/ rapid diagnostic test gula
darah);

[9) strip uji kolesterol untuk 200 tes (strip disesuaikan
dengan alat pengukur/tes darah portabel/ rapid dingnostic
test kolesterol);

[10) strip uji asam urat untuk 200 tes (strip disesuaikan dengan
alat pengukur/tes darah portabel/rapid diagnostic test
asam urat);

(11} pen light

(12) pinset anatomi;

[13) pinset bengkok;

(14} kaca mulut;

[13) meteran kain/met line [pengukur lingkar pinggang);

(18) pengukur tinggi badan [microtoise);

[17) tas ransel kit;

(18] alkohol swab 200 buah;

(19) blood lancet/jarum lancet; dan

200 kotak penyimpan jarum bekas/ safety box ukuran 3 liter.

d. HB meter
1} Ketentuan umum

Daerah menpumpulkan data dukung yang dibutuhkan, sebagai

berikut :

a)] telaah yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan
pelayanan kesehatan dasar serta kebutuhan alat kesehatan
pada pustufposkesdes/polindes yang ditandatangani oleh
kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan diketahui oleh
kepala dinas kesehatan provinsi;

b} surat penetapan lokus penerima peralatan HB meter |1 buah
untuk tiap 1 lokus) di pustu/poskesdes /polindes melalui DAK
Fisik tahun 2023 dengan keputusan ketetapan oleh kepala
daerah;

c] surat permyataan mengutamakan produk alat kesehatan dalam
negeri; dan

d)] melampirkan referensi harga e-katalog apabila pembelanjaan
melalui  e-katalog, apabila tidak, maka melampirkan
pembanding harga dari 3 sumber berbeda.

2] Ketentuan teknis
HB meter merupakan alat sederhana untuk mengetahui kadar
hemoglobin (Hb) darah.
4. Pembangunan rumah sakit kelas D pratama
Pembangunan rumah =akit kelas D pratama meliputi pemenuhan sarana,
prasarana, dan alat kesehatan pada wilayah yang menjadi prioritas
Kementerian Kesehatan sesuai dengan kriteria pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan.
a. Sarana
1} Ketentuan umum

a) adanya rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi berupa:

(1] jarak lokasi pembangunan mumah sakit kelas D pratama
lebih dari 3 jam menuju rumah sakit terdekat;

(2] rasio tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk
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belum memenuhi rasio 1:1000; dan
[3] merupakan Daerah Tertinggal, Perbatazan dan Kepulauan
(DTPK);

b} adanya kajian analisis kebutuhan Rumah Sakit Kelas D
Pratama yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan
kabupaten [kota;

c] pembangunan rumah sakit kelas D pratama tidak
diperbolehkan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan alat
kesehatan yang sudah dialokasikan pada tahun-tahun
sebelumnya di lokasi yang sama;

d] tersedianya sarana, prasarana transportasi umum yang mudah
diakses masyarakat, tersedianya jaringan listrik, air, dan akses
jalan (aspal atau beton);

e] menjadi rujukan paling sedikit 3 [tiga) fasilitas kesehatan
tingkat pertama;

f) memiliki surat pembebasan lahan atau sertifikat tanah [bukti
kepemilikan tanah lainnya wyang sah, dan bila perlu
pembebasan dari hak tanah adat (budaya lokal);

g] mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa,
dan sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan;

h) bersedia menyediakan SDM kesehatan dan nonkesehatan
untuk operasional mumah sakit pratama;

ij bersedia menganggarkan biaya operasional rumah sakit
pratama;

jl  pemenuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti
rumah dinas dokter, rumah dinas tenaga kesehatan lainnya,
kendaraan operasional, peralatan komunikasi, meubelair dan
sebagainya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

k] pengajuan usulan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dan RAB yang menjelaskan justifikasi kebutuhan sarana
kesehatan.

Ketentuan teknis

a) luas lahan untuk membangun bangunan Rumah Sakit Kelas D
Pratama 30 TT dengan memperhatikan ketersediaan lahan
tambahan untuk potensi pengembangan rumah sakit;

b} bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama dianjurkan 1 (satu)
lantai, bila diperlukan maksimal 2 [dua) lantai dengan luas
bangunan 3.000 m2 dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran;

c] usulan sarana harus melampirkan analisis komponen biaya
pembangunan dari dinas setempat yang membidangi pekerjaan
umum;

d] sangat direkomendasikan telah melampirkan dokumen
perencanaan (DED); dan

€] acuan normatif pembangunan sarana Rumah Sakit Kelas D
Pratama mengacu pada:

(1] Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Rizsiko Sektor Kesehatan; dan

[2] Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Rumah Sakit Kelas D Pratama.

b. Prasarana

1)

Ketentuan umum
al mengutamakan produk prasarana dalam negeri;
b) prasarana yang disediakan meliputi prasarana air bersih,
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Instalasi Pengolah Limbah (IPL), dan prasarana listrik;

c) harus dilengkapi dengan telaah yang memuat penjelasan dan
analisis kebutuhan prasarana yang disetujui oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota dan diketahui oleh dinas kesehatan
provinsi;

d) memiliki surat/dokumen pernyataan kepala dinas kesehatan
kabupaten /kota tentang ketersediaan tenaga yang mampu
mengoperasionalkan prasarana, kesanggupan membiayai
operasional dan kesanggupan membiayai pemeliharaan; dan

€] melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB yang
menjelaskan justifikasi kebutuhan prasarana kesehatan.

Ketentuan teknis

a) prasarana yang mendukung operasional sarana bangunan
rumah sakit dan menjadi kesatuan utilitas dengan sarana
bangunan  merupakan  komponen — nonstandar  dari
pembangunan sarana;

b) prasarana air bersih Rumah Sakit Kelas D Pratama merupakan
prasarana terpisah dari sarana bangunan utama, dapat berupa
supply air bersih dan instalasi pengolahan air bersih:

(1) supply air bersih terdiri dari sumur bor, bak penampungan
air, pompa atau menara air, dan jaringan perpipaan dari
supply air bersih;

[2) instalasi pengolahan air bersih untuk toilet dan kebutuhan
umum termasuk instalasi air bersih hasil daur ulang air
olahan yang berasal dari IPAL, maka air bersih yang telah
diolah harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu
Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air
untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per
Agqua, dan Pemandian Umum serta Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air
Minum;

[3] instalasi pengolahan air bersih digolongkan menjadi:
la) Water Treatment Plant (WTP), alat pengolah air yang

kualitasnya belum memenuhi standar Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan
Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene
Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan
Pemandian Umum;
jb) instalasi air lunak/soft water merupakan alat untuk
mensterilkan air baku dari berbagai bahan kimia
tertentu untuk diclah menjadi air bersih, sesuai
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan
Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua dan
Pemandian Umum.
c) instalasi air reverse osmosis yang diaplikasikan untuk;
i. air minum untuk memenuhi instalasi gizi dan
kantin / kafeteria, maka air minum yang telah diolah
harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 492 /Menkes /PER IV /2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum;
ii. air untuk steam generator pada boiler dan alat
CSSD, maka air yang telah diolah harus memenuhi
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun
2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Sclus
per Aqua dan Pemandian Umum; dan

ili. air untuk laboratorium, maka air yang telah diclah
harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit pada Halaman 16-18
tentang Standar Baku Mutu Kualitas Air untuk
Laboratorium.

Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)

Menu IPL hanya diperuntukkan khusus penyediaan IPL baru

[bukan untuk kegiatan perbaikan, pemeliharaan maupun

rehabilitasi), yang meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah

[IPAL), instalasi pengolahan limbah B3 medis noninsinerator,

freezer/cold storage, dan Tempat Penyimpanan Sementara

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [TPS Limbah B3):

1) instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit dengan
ruang lingkup pekerjaan pembangunan IPAL termasuk
pekerjaan konstruksi dan peralatan, dengan ketentuan
sebagai berikut:
ja) Ketentuan umum

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit,
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
i. ada penangpung jawab IPAL rumah sakit;

ii. tersedia lahan untuk lokasi IPAL rumah salit,
penyediaan IPAL dan pengadaan peralatan
pendukungnya  di rumah sakit
provinzif kabupaten fkota dari DAK dimaksudkan
untuk menjamin keamanan kualitas lingkungan
khususnya air limbah/buangan (termasuk
limbah cair yang sudah dilakukan pretreatment
dari hasil kegiatan rumah sakit terhadap
masyarakat sekitarnya;

iii. lokasi IPAL merupakan daerah bebas banjir dan
tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa
dengan teknologi untuk perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya diatur
dalam Izin Lingkungan;

iv. teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam

pengoperasian dan pemeliharaannya;

mudah mencari suku cadangnya;

penyediaan IPAL disesuaikan dengan kapasitas

listrik di rumah salkit;

vil. IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air
limbah dengan konsentrasi rendah maupun
konsentrasi tinggi;

viii. lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit;

ix. IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah
maupun fluktuasi konsentrasi;

x  harus dipasang alat pengukur debit pada inlet
dan outlet IPAL untuk mengetahui debit harian
limbah yang dihasilkan; dan

xi.  harus menyediakan dana untuk tenaga operator
dan biaya operasional lainnya.

g -
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(b} Ketentuan teknis

i. memilih teknologi IPAL yang telah terverifikasi dan
teregistrasi sebagai Teknologi Ramah Lingkungan
di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

ii. luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan
kapasitas IPAL yang dibutuhkan rumah sakit yang
didapat dari dasar data pemakaian rata-rata air
bersih per hari;

ili. kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah eair
sebanyak 80% dari jumlah pemakaian air bersih di
rumah sakit tiap harinya;

iv. rumah sakit harms menyediakan referensi
pembanding harga dari 2 (dua) penyedia, sudah
termasuk DED IPAL;

v. jaringan saluran air limbah mulai dari gedung
hingga inlet IPAL hars menyediakan rekomendasi
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah
setempat yang diketahui oleh Gubernur/Bupati/
Walikota;

vi. membuat surat  pernyataan  kesanggupan
membiayai pelaksanaan operasional dan
pemeliharaan yang ditandatangani oleh direktur
rumah sakit dan diketahui oleh
Gubernur {Bupati/Walikota sebelum
pekerjaan pembangunan dimulai;

vii. membuat surat pernyataan kesangpupan
membiayai uji laboratorium lingkungan terhadap
air limbah di inlet dan outlet IPAL yang
ditandatangani oleh direktur rumah sakit sesuai
ketentuan yang berlaku dan melaporkannya
ke dinaskesehatan provinsi/kabupaten kota
dengan tembusan kepada
Gubemur/Bupati/Walikota;

viii. membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga
agar effluen air limbah yang keluar dari instalasi
tersebut memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air
Limbah; Lampiran XLIV Poin B: Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (yang air limbahnya
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3|
dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik atau peraturan daerah
setempat, yang ditandatangani oleh direktur ramah
sakit dan diketahui oleh
GubermnurBupati/Walikota sebelum
pekerjaan pembangunan dimulai;

ix. rencana peletakkan IPAL agar memperhatikan
denah tata ruang di rmamah sakit untuk
memudahkan operasional, pemeliharaan, dan
keamanan; dan

x. semua air limbah rumah sakit dialirkan ke IPAL,
dan untuk air limbah dari ruang laboratorium,
laundry, dan instalasi gizi/dapur hars dilakukan
pengolahan pendahuluan (pretreatment) terlebih
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dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.

[2) Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis noninsinerator
Instalasi pengolahan limbah B3 medis noninsinerator
meliputi: autoclave dengan dilengkapi mesin penghancur
(shredder) terintegrazsi dan microwave dengan dilengkapi
mesin penghancur (shredder terintegrasi. Kedua jenis alat
tersebut di atas harmus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.56/ MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
pasal 17 — 21. Persyaratan dibagi menjadi pernyaratan
umum dan persyaratan teknis sebagai berikut:
la) Persyaratan umum

i. fungsi instalasi pengolahan limbah B3 medis
noninsinerator adalah melakukan proses sterilisasi
dan penghancuran terhadap limbah B3 medis
padat (infeksius) di dalam 1 chamber, melakukan
konversi limbah B3 medis padat (infeksius) menjadi
limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.56/MenLHK-Setjen /2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan pada pasal 20 ayat 7 dan 8;

ii. teknologi instalasi pengolahan limbah B3 medis
noninsinerator telah terverifikasi dan teregistrasi
sebagai Teknologi Ramah Lingkungan di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

ili. perhitungan pengadaan alat pengolah limbah B3
medis noninsinerator dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan, pertimbangan operasional dan
dampak terhadap lingkungan hidup;

iv. rumah sakit wajib melakukan pemilahan limbah B3
medis berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau
karakteristik limbah B3; dan mewadahi limbah B3
sesuai kelompok limbah B3;

v. lokasi pengolahan limbah B3 merupakan daerah
bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau
dapat direkayasa dengan teknologi wuntuk
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
selanjutnya diatur dalam izin lingkungan;

vi. rumah sakit sebagai penghasil limbah B3 yang
akan melakukan pengolahan limbah B3 wajib
mengurus izin pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dan terlebih dahulu telah memiliki izin
lingkungan dari kepala dinas yang menangani isu
lingkungan hidup di daerah;

vii. air buangan dari proses pengolahan limbah B3
padat (infeksius) dialirkan ke IPAL RS, dan IPAL RS
sudah memiliki izin dari dinas lingkungan hidup
daerah setempat;

viii. rumah sakit wajib memiliki TPS limbah B3 yang
telah terdaftar dan sudah memiliki izin dari dinas

www.peraturan.go.id



49, 2023, No.473

lingkungan hidup daerah setempat;

ix. penyedia alat wajib melakukan pelatihan
pengoperasian dan pemeliharaan alat bagi petugas
operator di fasyankes;

x. penyedia alat wajib memberikan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal
Pemeliharaan (SMP) alat pengolah limbah B3 dalam
Bahasa Indonesia;

xi. garansi alat adalah minimal 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal instalasi alat; dan

xii. garansi purna jual alat adalah minimal 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal instalasi alat.

(b) Persyaratan teknis
Dalam pemilihan teknologi pengolahan limbah padat
B3 (khususnya infeksius) oleh fasyankes perlu
memperhatikan beberapa kriteria antara lain:

. efisiensi pengolahan;
ii. pertimbangan kesehatan, keselamatan dan
lingkungan;

ili. reduksi volume dan masa (berat);
iv. jenis dan kuantitas limbah yang diolah;
v. infrastruktur dan ruang (area) yang diperlukan;
vi. biaya investasi dan operasional;
vii. ketersediaan fasilitas pembuangan atau

penimbunan akhir;
viii. kebutuhan  pelatihan untuk personil operasional
(operator);

ix. pertimbangan operasi dan perawatan;
x. lokasi dan/atau keadaan di sekitar lokasi
pengolahan;
xi. akseptabilitas dari masyarakat sekitar; dan
xii. persyaratan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(3) Freezer/Cold Storage

Freezer/Cold Storage untuk menyimpan limbah B3 medis.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun
2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasal
10, bahwa penyelenggaraan pengamanan limbah B3 medis
harus dilaksanakan dan dikelola. Lamanya penyimpanan
limbah B3 untuk jenis limbah dengan karakteristik
infeksius, benda tajam dan patologis di rumah sakit
sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan
limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) limbah medis kategori infeksius, patologis, benda
tajam harus disimpan pada Freezer/Cold Storage di
TPS Limbah B3 berijin dengan suhu lebih kecil atau
sama dengan 00C (nol derajat celsius) dalam waktu
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;

(b) limbah medis kategori infeksius, patologis, benda
tajam dapat disimpan pada Freezer/Cold Storage di
TPS limbah B3 berijin dengan suhu 3 sampai dengan
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B0C (delapan derajat celsius) dalam waktu sampai
dengan 7 (tujuh) hari;

c) tersedia ruangan yang cukup untuk penempatan
Freezer/Cold Storage; dan

id) melampirkan referensi minimal 2 pembanding produk
untuk Freezer/Cold Storage, beserta DED pendukung
termasuk RAB.

(4} Bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (TPS LB3). Dalam pembangunan
analisis komponen biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh
Dinas Pekerjaan Umum setempat:
ja) Detailed Engineering Design (DED) dan RAB;

(b) memiliki izin TPS LB3 yang dikeluarkan oleh instansi
lingkungan hidup kabupaten/kota setempat; dan

c) persyaratan teknis mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku.

d) Prasarana listrik
Lingkup prasarana listrik adalah sebagai berikut:

(1} generator set adalah perangkat untuk memberikan suplai
daya listrik pengganti/alternatif untuk alat-alat yang
membutuhkan listrik sebagai sumber powernya, saat
listrik PLN padam; dan

(2) Uninteruptible Power Supply (UPS) adalah perangkat yang
biasanya menggunakan baterai backup sebagai catudaya
alternatif untuk dapat memberikan suplai daya tidak
tergangpu untuk perangkat peralatan/elektronik yang
terpasang yang fungsinya untuk memberikan suplai listrik
ketika tegangan utama PLN tidak berfungsi atau terjadi
pemadaman listrik tiba-tiba. UPS dipasang pada daerah
pelayanan tertentu yang keandalan listriknya harus
terjamin.

e] Penyediaan prasarana dilakukan dengan mengutamakan
prasarana yang tercantum di dalam e-katalog dengan
persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai
standar;

fj Untuk prasarana non e-katalog disertakan paling sedikit 2
produk pembanding harga fspesifikasi;

gl Acuan normatif penyediaan prasarana Rumah Sakit Kelas D
Pratama mengacu pada:

(1} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan

[2) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Rumah Sakit Kelas D Pratama.

c. Alat kesehatan
1) EKetentuan umum

a) mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

b) memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki
kompetensi (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam
mengoperasionalkan alat;

] mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan yang
ada di rumah sakit berdasarkan kebutuhan pelayanan Rumah
Sakit Kelas D Pratama;

d) kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan, kalibrasi dan
operasional alat yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh
kepala daerah;
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e] pengajuan usulan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dan RAB yang menjelaskan justifikasi kebutuhan alat kesehatan
[gambaran kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran
kebutuhan pelayanan); dan

fj pemerintah daerah menyediakan BMHP untuk kebutuhan
operasional alat kezehatan dimaksud.

2) Ketentuan telknis

a] alat kesehatan tidak diperbolehkan mengandung merkuri;

b) melaksanakan proses perizinan (konstruksi, pemanfaatan
radiasi dan penyelenggaraan pelayanan alat radiasi pengion)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) penyediaan alat kesehatan dilakukan dengan mengutamakan
alat kesehatan yang tercantum di dalam e-katalog dengan
persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai
standar;

d) wuntuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 2
produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin
edar; dan

€] acuan normatif penyediaan alat kesehatan Rumah Sakit Kelas D
Pratama mengacu pada:

(1} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan
(2} Peraturan Menteri Kesehatan wyang mengatur tentang
Rumah Sakit Kelas D Pratama.
5. Pemenuhan layanan unggulan - layanan kardiovaskular
a. Sarana
Pembangunan sarana layanan unggulan kardiovaskular berupa ruang
operasi. Lingkup pembangunan sarana ruang operasi meliputi
pembangunan baru, atau renovasi berupa perbaikan aset tetap yang
rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas
atau kapasitas sehingga tersedia ruang operasi sesuai standar.
1) EKetetuan umum

a) memiliki izin operasional yang masih berlaku;

b) merupakan rumah sakit jejaring rujukan kardiovaskular sesuai
kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

c) mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan;

d) tersedianya sumber daya manusia dengan stratifikasi layanan
ruang operasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari
kepala daerah terkait pemenuhan SDM untuk anggaran DAK
tahun 2023;

e] terdapat rencana strategis rumah sakit yang mencakup rencana
pentahapan pemenuhan sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan alat kesehatan;

fj kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan dan operasional
sarana yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh kepala
daerah;

g) melampirkan sertifikat kepemilikan tanah atan dokumen
kepemilikan tanah lainnya yang sah yang diperuntukkan bagi
rumah sakit;

h) melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK] dan RAB yang
menjelaskan justifikasi kebutuhan pembangunan (gambaran
kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan
pelayanan), jumlah SDM yang sesuai kompetensi pemanfaatan
sarana pelayanan;
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i) menyediakan sarana pengganti sementara untuk memenuhi
pelayanan RS sesuai standar di ruangan yang dilakukan
renovasi;

jl pemerintah daerah menyediakan fasilitas meubelair dan
penunjang lainnya untuk kebutuhan operasional sarana
dimalksud;

k) mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan walidasi oleh dinas kesehatan
provinsi; dan

1) mengisi data pada ASPAK dengan lengkap, dan dilakukan
validasi oleh dinas kesehatan provinsi/kabupaten /kota.

2) Ketentuan teknis

a) rasio jumlah ruang operasi rumah sakit dapat mengacu kepada
rasio 1:50 (1 ruangan operasi untuk setiap 50 tempat tidur);

b) melampirkan analisis komponen biaya pembangunan yang
dikeluarkan oleh dinas setempat yang membidangi pekerjaan
umum;

c) apabila lingkup kegiatan pembangunan adalah
renovasi/rehabilitasi, maka melampirkan hasil analisis tingkat
kerusakan bangunan dari dinas setempat yang membidangi
pekerjaan umum;

d] melampirkan studi kelayakan (feasibility study] atau kajian
pembangunan sarana, dan master plan rumah sakit yang masih
berlaku (highlight sarana ruang operasi yang diusulkan);

e] sangat direkomendasikan melampirkan dokumen perencanaan
pembangunan sarana (DED); dan

fj acuan normatif pembangunan sarana ruang operasi mengacu
pada:

(1} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
(2) Peraturan Menteri Kesehatan RI yang mengatur tentang
Perzyaratan Tekniz Banpunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit;
(3] Peraturan Menteri PUPR yang mengatur tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; dan
(4} Peraturan Menteri PU yang mengatur tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
dan Lingkungan.
b. Alat kesehatan
Penyediaan alat kesehatan layanan kardiovaskular di rumah sakit milik
pemerintah daerah dengan layanan unggulan sesuai stratifikasi layanan
kardiovaskular yaitu echocardiography, Intra Aortic Balloon Pump [IABF),
heart lung machine, Optical Coherence Tomography (OCT], Intra Vascular
Ultra Sound (IVUS), Fractional Flow Reserve (FFR), dan rotablator.
1) EKetentuan umum

a)] mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

b) memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;

c) merupakan rumah sakit jejaring rujukan kardiovaskular sesuai
kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

d] mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan;

e) tersedianya sumber daya manusia dengan stratifikasi layanan
kardiovaskular pada tahun 2023 yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari kepala daerah terkait pemenuhan SDM untuk
anggaran DAK tahun 2023;
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f) terdapat rencana strategis rumah sakit yang mencakup rencana
pentahapan pemenuhan sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan alat kesehatan;

g) terdapat rencana  operasional rumah  sakit dalam
penyelenggaraan layanan kardiowvaskular wang mencakup
pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat
kesehatan;

h) tersedianya sarana dan prasarana (listrik, tata udara, dan
pemeliharaan alat] yang mendukung operasional alat
kardiovaskular serta jumlah kasus yang memadai untuk
penambahan alat baru, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan kepala daerah;

i) kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan, kalibrasi dan
operasional alat yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh
kepala daerah;

jl melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB yang
menjelaskan justifikasi kebutuhan alat kesehatan (gambaran
kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan
pelayanan), jumlah SDM yang sesuai kompetensi pemanfaatan
alat kesehatan;

k] pemerintah daerah menyediakan BMHP untuk kebutuhan
operasional alat kesehatan dimaksud;

l) mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan walidasi oleh dinas kesehatan
provinsi;

m) mengisi data inventarizasi alat kesehatan pada ASPAK dengan
lengkap, dan dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsif kabupaten [ kota; dan

nj melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya, hal ini
dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber
APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status
kalibrasi pada ASPAK.

2] Ketentuan teknis

a) pemenuhan alat kesehatan layanan kardiovaskular sesuai
stratifikasi rumah sakit layanan prioritas kardiovaskular dan
gesual  ketersediaan sumber daya manusia  dokter
spesialis (subspesialis  serta tenaga kesehatan lainnya
[dokter/perawat yang akan/sedang mengikuti pelatihan) di
pelayanan kardiovaskular;

b) alat kesehatan tidak diperbolehkan mengandung merkuri;

c) penyediaan alat kesehatan mengutamakan peralatan kesehatan
yang tercantum dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar;

d) wuntuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 2
produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin
edar; dan

e) acuan normatif penyediaan alat kesehatan layanan
kardiovaskular mengacu pada:

(1) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan

(2} Peraturan Menteri Kesehatan RI yang mengatur tentang
Persyaratan Teknis Banpgunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit.

6. Pemenuhan layanan unggulan — layanan kanker
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a. Sarana

Pembangunan sarana layanan unggulan kanker meliputi ruang bunker
komplek (LINAC dan brachytherapy) di rumah sakit milik pemerintah
sesuai stratifikasi layanan kanker. Lingkup pembangunan layanan
unggulan kanker yaitu pembangunan fisik bunker komplek radioterapi
yvang terdiri dari 1 bunker LINAC, 1 bunker brakhiterapi, 1 CT simulator
dan ruang penunjang lainnya.

1) Ketentuan umum

a) memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;

b) merupakan rumah sakit jejaring rujukan kanker sesuai kriteria
teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

c) mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan;

d) tersedianya sumber daya manusia (dokter spesialis/subspesialis
dan tenaga kesehatan lainnya) untuk pelayanan radioterapi di
bunker komplek yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari
kepala daerah terkait pemenuhan SDM untuk anggaran DAK
tahun 2023;

e] terdapat rencana strategis yang mencakup rencana pentahapan
pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat
kesehatan;

fj terdapat rencana  operasional rumah  =sakit dalam
penyelenggaraan layanan kanker yang mencakup pemenuhan
sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan;

g) kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan dan operasional
gedung yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh kepala
daerah;

h} melampirkan sertifikat kepemilikan tanah ataun dokumen
kepemilikan tanah lainnya yang sah yang diperuntukkan bagi
rumah sakit;

i) melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB yang
menjelaskan:

(1) justifikazi kebutuhan pembangunan (gambaran kondisi
eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan
pelayanan), jumlah SDM yang sesuai kompetensi
pemanfaatan sarana pelayanan;

[2) rencana pengembangan kapasitas dan ketersediaan lahan;
dan

3] jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan, mulai dari
perencanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan
konstruksi.

jl  pemerintah daerah menyediakan fasilitas meubelair dan
penunjang lainnya untuk kebutuhan operasional sarana
dimaksud;

k)] mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsi; dan

l) mengisi data pada ASPAK dengan lengkap, dan dilakukan
validasi oleh dinas kesehatan provinsi/kabupaten [kota.

2) Ketentuan teknis

a)] melampirkan analisis komponen biaya pembanpunan yang
dikeluarkan oleh dinas setempat yang membidangi pekerjaan
umum;

b) melampirkan studi kelayakan (feasibility study] atau kajian
pembangunan sarana, dan master plan rumah sakit yang masih
berlaku (highlight sarana ruang bunker yang diusulkan);
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c) sangat direkomendasikan melampirkan dokumen perencanaan
pembangunan sarana (DED);

d) pembangunan sarana bunker harus mengacu pada
peraturan/pedoman mengenai pembangunan sarana dan
prasarana rumah sakit (prototype) yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan;

€] menyediakan lahan di area rumah sakit siap bangun (clean and
clear] di lokasi rumah sakit dengan luas lahan minimal (nett)
1.000m2 di luar kebutuhan jarak antar banpunan dan akses
kendaraan, dengan panjang salah satu sisi minimal 30 meter;

f) menyediakan prasarana listrik utama (PLN dengan kapasitas
minimal 200 KVA) dan listrik cadangan (genset] minimal 200
KVA;

g) melaksanakan  proses  perizinan  (konstruksi  bunker,
pemanfaatan radiasi dan penyelenggaraan  pelayanan
radioterapi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlalu;

h} acuan normatif pembangunan sarana bunker komplek
radioterapi mengacu pada:

(1} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
[2) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit;
3] Peraturan Menteri PU yang mengatur tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; dan
[4) Peraturan Menteri PU yang mengatur tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
dan Lingkungan.
b. Alat kesehatan
Penyediaan alat kesehatan layanan kanker di rumah sakit milik
pemerintah dengan layanan unggulan sesuai stratifikasi layanan kanker
yaitu Linear Accelerator [LINAC), brakhiterapi, CT Simulator, Immuno
Histo Kimia (IHK) set, dan mammografi.
1} Ketentuan umum

a) mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

b) memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;

c) merupakan rumah sakit jejaring rujukan kanker sesuai kriteria
teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

d) mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan;

e] tersedianya sumber daya manusia dengan stratifikasi layanan
kanker pada tahun 2023 yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari kepala daerah terkait pemenuhan SDM untuk
anggaran DAK tahun 2023;

f) terdapat rencana strategis rumah sakit yang mencakup rencana
pentahapan pemenuhan sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan alat kesehatan;

g) terdapat rencana  operasional rumah  =akit dalam
penyelenggaraan layanan kanker yang mencakup pemenuhan
sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan;

h) tersedianya sarana dan prasarana (listrik, tata udara, dan
pemeliharaan alat] yang mendukung operasional alat layanan
kanker serta jumlah kasus yang memadai untuk penambahan
alat baru, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepala
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daerah;

i) kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan, kalibrasi dan
operasional alat yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh
kepala daerah;

jl  melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB vyang
menjelaskan justifikasi kebutuhan alat kesehatan (gambaran
kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan
pelayanan), jumlah SDM yang sesuai kompetensi pemanfaatan
alat kesehatan;

k] pemerintah daerah menyediakan BMHP untuk kebutuhan
operasional alat kesehatan dimaksud;

l)  mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsi;

m) mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan
lengkap, dan dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinis f kabupaten [ kota; dan

n}] melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini
dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber
APED/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status
kalibrasi pada ASPAK.

2) Ketentuan teknis

a) pemenuhan alat kesehatan layanan kanker sesuai stratifikasi RS
layanan prioritas kanker dan sesuai ketersediaan sumber daya
manusia dokter spesialis/subspesialis serta tenaga kesehatan
lainnya (dokter /perawat yang akan/sedang mengikuti pelatihan)
di pelayanan kanker;

b) peralatan dengan teknologi tinggi/canggih dan memiliki nilai
investasi tinggi, harus dibuat kajian kebutuhan (need
assesment), serta kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit;

c| alat kesehatan tidak diperbolehkan mengandung merkuri;

d) penyediaan alat kesehatan mengutamakan peralatan kesehatan
yang tercantum dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar.

e] wuntuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 2
produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin
edar; dan

fj acuan normatif penyediaan alat kesehatan layanan kanker
mengacu pada:

(1} Peraturan Menteri Kesehatan wyang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan

(2} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Persyaratan Teknis Banpunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit.

7. pemenuhan layanan unggulan - layanan stroke

a.

Sarana
Pembangunan sarana layanan unggulan stroke meliputi ruang CT Scan
dan ruang Cathlab. Lingkup pembangunan sarana layanan stroke
meliputi pembangunan bari, atau renovasi berupa perbaikan aset tetap
yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan
kualitas atan kapasitas sehingga tersedia sarana ruang CT Scan dan
ruang Cathlab sesuai standar.
1) EKetentuan umum

a) memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;
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b) merupakan rumah sakit jejaring rujukan stroke sesuai kriteria
teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

c) mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan;

d) tersedianya sumber daya manusia (dokter spesialis/subspesialis
dan tenaga kesehatan lainnya) untuk pelayanan CT Scan atau
Cathlab yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala
daerah terkait pemenuhan SDM untuk anggaran DAK tahun
2023;

e] terdapat rencana strategis rumah sakit yang mencakup rencana
pentahapan pemenuhan sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan alat kesehatan;

fy terdapat rencana  operasional rumah  =akit dalam
penyelenggaraan layanan stroke yang mencakup pemenuhan
sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan;

g) kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan dan operasional
gedung yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh kepala
daerah;

h)] melampirkan sertifikat kepemilikan tanah atan dokumen
kepemilikan tanah lainnya yang sah yang diperuntukkan bagi
rumah sakit;

i) melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK| dan RAB yang
menjelaskan justifikasi kebutuhan pembangunan (gambaran
kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan
pelayanan), jumlah SDM yang sesuai kompetensi pemanfaatan
sarana pelayanan;

jl  pemerintah daerah menyediakan fasilitas meubelair, dan
penunjang lainnya untuk kebutuhan operasional sarana
dimalksud;

k] mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsi; dan

1) mengisi data pada ASPAK dengan lengkap, dan dilakukan
validasi oleh dinas kesehatan provinsi/kabupaten /kota.

Ketentuan teknis

a)] melampirkan analisis komponen biaya pembangunan yang
dikeluarkan oleh dinas setempat yang membidangi pekerjaan
umum;

b) melampirkan studi kelayakan (feasibility study] atau kajian
pembangunan sarana, dan master plan rumah sakit yang masih
berlaku [highlight =sarana ruang CT Scan/Cathlab yang
diusulkan);

c) sangat direkomendasikan melampirkan dokumen perencanaan
pembangunan sarana (DED);

d) melaksanakan proses perizinan (konstruksi, pemanfaatan
radiasi dan penyelenggaraan pelayanan CT Scan/Cathlab)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e] pembangunan di lokasi awal [eksisting] dimungkinkan antara
lain jika kondisi bangunan awal (eksisting) rusak berat yang
disebabkan antara lain oleh umur bangunan dan bencana alam.
Dalam pelaksanaannya jika diperlukan pengapusan bangunan
(demolish] harus memperhatikan tata cara penghapusan
bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;

fj apabila melakukan renovasi di gedung layanan CT
Scan/Cathlab, maka rumah sakit harus menyediakan sarana
pengganti sementara untuk memenuhi pelayanan rumah sakit
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sesuai standar; dan

g] acuan normatif pembangunan sarana bunker komplek

radioterapi mengacu pada:
(1} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Rizsiko Sektor Kesehatan;
[2) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit;
(3) Peraturan Menteri PU yang mengatur tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; dan
(4} Peraturan Menteri PU yang mengatur tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
dan Lingkungan.
b. Alat kesehatan
Penyediaan alat kesehatan layanan stroke di rumah sakit milik
pemerintah dengan layanan unggulan sesuai stratifikasi layanan stroke
yaitu CT Scan 64, CT Scan 128, Cathlab, dan MRI 1,5 Tesla. Khusus
untuk alat Cathlab |Digital Substraction Angiography) dan CT Scan dapat
dimanfaatkan bersama pelayanan kardiovaskular dan stroke sesuai
ketersediaan SDM yang kompeten.
1) EKetentuan umum

a)] mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

b) memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;

c¢) merupakan rumah sakit jejaring rujukan stroke sesuai kriteria
teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

d] mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan;

e) tersedianya sumber daya manusia dengan stratifikasi layanan
stroke atau layanana kardiovaskular pada tahun 2023 yang
dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala daerah terkait
pemenuhan SDM untuk anggaran DAK tahun 2023;

fj terdapat rencana strategis rumah sakit yang mencakup rencana
pentahapan pemenuhan sumber daya manusia, sarana,
prasarana dan alat kesehatan;

g] terdapat rencana  operasional rumah  sakit dalam
penyelenggaraan layanan stroke yang mencakup pemenuhan
sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan;

h} harus menyediakan sarana dan prasarana (listrik, tata udara,
dan pemeliharaan alat] yang mendukung operasional alat
layanan stroke serta jumlah kasus yang memadai untuk
penambahan alat baru, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan kepala daerah;

i) kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan, kalibrasi dan
operasional alat yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh
kepala daerah;

jl melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB yang
menjelaskan justifikasi kebutuhan alat kesehatan |gambaran
kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan
pelayanan), jumlah SDM yang sesuai kompetensi pemanfaatan
alat kesehatan;

k) pemerintah daerah menyediakan BMHP untuk kebutuhan
operasional alat kesehatan dimaksud;

1) mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsi;
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m) mengisi data inventarizasi alat kesehatan pada ASPAK dengan
lengkap, dan dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsif kabupaten f kota; dan

nj melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan wyang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini
dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber
APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status
kalibrasi pada ASPAK.

2) Ketentuan teknis

a) pemenuhan alat kesehatan layanan stroke sesuai stratifikasi
rumah sakit layanan prioritas dan sesuai sumber daya manusia
dokter spesialis/subspesialis serta tenaga kesehatan lainnya
(dokter/ perawat yang akan /sedang mengikuti pelatihan) sesuai
kebutuhan layanan prioritas;

b) peralatan dengan teknologi tinggi/canggih dan memiliki nilai
investasi tinggi, harus dibuat kajian kebutuhan (need
assesment), serta kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit;

c) khusus alat Cathlab yang direkomendasikan memiliki modul
pelayanan jantung dan modul pelayanan stroke, sehingga dapat
digunakan untuk layanan unggulan kardiovaskular dan/atau
layanan unggulan stroke;

d) melaksanakan proses perizinan (konstruksi, pemanfaatan
radiasi dan penyelenggaraan pelayanan CT Scan/Cathlah)
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

€] penyediaan alat kesehatan mengutamakan peralatan kesehatan
yang tercantum dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar;

f) untuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedilit 2
produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin
edar; dan

g) acuan normatif penyediaan alat kesehatan layanan stroke
mengacu pada:

(1} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

[2) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit; dan

[3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor yang mengatur
tentang Tatalaksana Stroke.

8. penguatan layanan rujukan

a.

Sarana
Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit dilaksanakan untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai
dengan standar. Lingkup pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit
meliputi:

1) pembangunan ruang baru;

2) renovasi berupa perbaikan asset tetap yang rusak atau mengganti,
baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas; dan

3) rehabilitasi berupa perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan
tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud
dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
a) Ketentuan umum

(1} memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;
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(2} menyiapkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai
standar yang berlaku;

(3) menyediakan sarana pengganti sementara untuk
memenuhi pelayanan rumah sakit sesuai standar di
ruangan yang direhabilitasi;

(4) mengisi data pada rumah sakit online dengan lengkap dan
telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;

(5) mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah
dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsi/kabupaten /kota;

(6) kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan dan
operasional sarana yang dibuktikan dengan surat
pernyataan oleh kepala daerah;

(7} melampirkan sertifikat kepemilikan tanah atau dokumen
kepemilikan tanah lainnya yang sah yang diperuntukkan
bagi rumah sakit;

(8) melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB yang
menjelaskan  justifikasi kebutuhan  pembangunan
(gambaran kondisi eksisting dibandingkan dengan
gambaran kebutuhan pelayanan), jumlah SDM yang sesuai
kompetensi pemanfaatan sarana pelayanan; dan

(9) pemerintah daerah menyediakan fasilitas meubelair, dan
penunjang lainnya untuk kebutuhan operasional sarana
dimaksud.

b) Ketentuan teknis

(1} melampirkan analisis komponen biaya pembangunan yang
dikeluarkan oleh dinas setempat yang membidangi
pekerjaan umum;

(2} melampirkan studi kelayakan (feasibility study) atau kajian
pembangunan sarana, dan master plan rumah sakit yang
masih berlaku (highlight sarana ruang layanan yang
diusulkan);

(3) apabila lingkup kegiatan pembangunan adalah
renovasi/rehabilitasi, maka melampirkan hasil analisis
tingkat kerusakan bangunan dari dinas setempat yang
membidangi pekerjaan umum;

(4) sangat  direkomendasikan melampirkan  dokumen
perencanaan pembangunan sarana (DED);

(5} pembangunan baru ruang rawat inap diutamakan kelas 111
untuk pencapaian standar pemenuhan tempat tidur
perawatan minimal 30% sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan;

(6) habilitasi dan renovasi dilakukan pada
instalasi/unit/ruang yang mengalami kerusakan sedang
sampai berat;

(7} pembangunan di lokasi awal (eksisting) dimungkinkan
antara lain jika kondisi bangunan awal (eksisting) rusak
berat yang disebabkan antara lain oleh umur bangunan
dan bencana alam. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan
pengapusan bangunan (demolish) harus memperhatikan
tata cara penghapusan bangunan sesuai ketentuan yang
berlaku;

(8) apabila melakukan renovasi di gedung layanan lama, maka
rumah sakit harus menyediakan sarana pengganti
sementara untuk memenuhi pelayanan rumah sakit sesuai
standar;

www.peraturan.go.id



61 2023, No.473

[9) pembangunan baru ruang intensif (ICU, ICCU, NICU, dan
PICU) dilakukan untuk memenuhi ketersediaan total
tempat tidur di ruang intensif yang dipersyaratkan pada
Peraturan Menteri Kesehatan RI yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan

(10} acuan normatif pembangunan sarana mengacu pada:
ja) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan;
jb) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Persyaratan ‘Tekniz Bangunan, Prasarana, dan
Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
c) Peraturan Menteri PU yang mengatur tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; dan
{d) Peraturan Menteri PU yang mengatur tentang
Persyaratan Tekniz Sistem Proteksi Kebakaran pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan.
b. Prasarana
Penyediaan prasarana rumah sakit meliputi prasarana air bersih,
Instalasi Pengolah Limbah (IPL), dan prasarana listrik.
1) EKetentuan umum

a)] mengutamakan produk prasarana dalam negeri;

b) memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;

c) memiliki surat/dokumen pemyataan kepala daerah tentang
ketersediaan tenaga yang mampu mengoperasionalkan
prasarana, kesanggupan membiayai operasional dan
kesanggupan membiayai pemeliharaan

d) melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB yang
menjelaskan  justifikasi kebutuhan prasarana kesehatan
[gambaran kapasitas dan kondisi eksisting dibandingkan
dengan gambaran kebutuhan pelayanan);

e)] mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan walidasi oleh dinas kesehatan
provinsi; dan

f) mengisi data inventarisasi prasarana pada ASPAK dengan
lengkap, dan dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsif kabupaten / kota.

2) Ketentuan teknis

a) prasarana yang mendukung operasional sarana bangunan
rumah sakit dan menjadi kesatuan utilitaz dengan sarana
bangunan merupakan komponen nonstandar dari
pembangunan sarana;

b) prasarana air bersih merupakan prasarana terpisah dari sarana
bangunan utama, dapat berupa supply air bersih dan instalasi
pengolahan air bersih;

c) supply air bersih terdiri dari sumur bor, bak penampungan air,
pompa atau menara air, dan jaringan perpipaan dari supply air
bersih;

d) instalasi pengolahan air bersih untuk teoilet dan kebutuhan
umum termasuk instalasi air bersih hasil daur ulang air olahan
yvang berasal dari IPAL, maka air bersih yang telah diolah harus
memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan
Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi,
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Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum serta
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang
Persyaratan Air Minum;

e) instalasi pengolahan air bersih digolongkan menjadi:

(1} Water Treatment Plant (WTP), alat pengolah air yang
kualitasnya belum memenuhi standar Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku
Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan
Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus
per Aqua, dan Pemandian Umum;

(2) instalasi air lunak/soft water merupakan alat untuk
mensterilkan air baku dari berbagai bahan kimia tertentu
untuk diolah menjadi air bersih, sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku
Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan
Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus
per Aqua dan Pemandian Umum;

(3) instalasi air reverse osmosis yang diaplikasikan untuk;

(a) air minum untuk memenubhi instalasi gizi dan kantin/
kafeteria, maka air minum yang telah diolah harus
memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492 /Menkes /PER/IV/2010 tentang  Persyaratan
Kualitas Air Minum;

(b) air untuk unit hemodialisis, maka air yang telah diolah
harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah
Sakit pada halaman 13-15 tentang Standar Baku Mutu
Kualitas Air untuk Hemodialisis;

(c) air untuk steam generator di boiler dan alat CSSD,
maka air yang telah diolah harus memenuhi Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan
Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene
Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua dan
Pemandian Umum; dan

(d) air untuk laboratorium, maka air yang telah diolah
harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah
Sakit pada halaman 16-18 tentang Standar Baku Mutu
Kualitas Air untuk Laboratorium.

f) Instalasi pengolahan limbah

Menu Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) hanya diperuntukkan

khusus penyediaan IPL baru (bukan untuk kegiatan perbaikan,

pemeliharaan maupun rehabilitasi), yang meliputi Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Limbah B3

medis noninsinerator, freezer/cold storage, dan Tempat

Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (TPS Limbah B3):

(1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit, ruang
lingkup pekerjaan pembangunan IPAL termasuk pekerjaan
kontruksi dan peralatan, dengan ketentuan sebagai
berikut:

(a) persyaratan umum
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit,
dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

i. ada penanggung jawab IPAL rumah sakit;
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ii. tersedia lahan untuk lokasi IPAL rumah sakit.
Penyediaan IPAL dan pengadaan peralatan
pendukungnya  di rumah sakit
provinsi/ kabupaten [kota dari DAK dimaksudkan
untuk menjamin keamanan kualitas lingkungan
khususnya air limbah/buangan (termasuk
limbah cair yang sudah dilakukan pretreatment
dari hasil kegiatan rumah sakit terhadap
masyarakat sekitarnya;

iii. lokasi IPAL merupakan daerah bebas banjir dan
tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa
dengan teknologi untuk perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya diatur
dalam Izin Lingkungan,

iv. teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam

pengoperasian dan pemeliharaannya;

mudah mencari suku cadangnya;

penyediaan IPAL disesuaikan dengan kapasitas

listrik di rumah sakit;

vii. IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air
limbah dengan konsentrasi rendah maupun
konsentrasi tinggi;

viii. lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit;

ix. IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah
maupun fluktuasi konsentrasi;

x. harus dipasang alat pengukur debit pada inlet
dan outlet IPAL untuk mengetahui debit harian
limbah yang dihasilkan; dan

xi. harus menyediakan dana untuk tenaga operator
dan biaya operasional lainnya.

persyaratan teknis

i. memilih teknologi IPAL yang telah terverifikasi
dan teregistrasi sebagai Teknologi Ramah
Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

ii. luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan
dengan kapasitas IPAL yang dibutuhkan rumah
sakit yang didapat dari dasar data pemakaian
rata-rata air bersih per hari;

iii. kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah
cair sebanyak 80% dari jumlah pemakaian air
bersih di rumah sakit tiap harinya;

iv. rumah sakit harus menyediakan referensi
pembanding harga dari 2 (dua) penyedia, sudah
termasuk DED IPAL;

v. jaringan saluran air limbah mulai dari gedung
hingga inlet IPAL harus menyediakan
rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah
Daerah  setempat yang  diketahui oleh
Gubermur/Bupati/ Walikota;

vi. membuat surat pernyataan kesanggupan
membiayai  pelaksanaan  operasional dan
pemeliharaan yang ditandatangani oleh direktur
rumah salkit dan diketahui oleh
Gubermur/Bupati/Walikota sebelum
pekerjaan pembangunan dimulai;

g =
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vii., membuat surat pernyataan kesanggupan
membiayai uji laboratorium lingkungan terhadap
air limbah di inlet dan outlet IPAL yang
ditandatangani oleh direktur rumah sakit sesuai
ketentuan yang berlaku dan melaporkannya
ke dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota
dengan tembusan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota;

viii. membuat surat pernyataan kesanggupan
menjaga agar effluen air limbah yang keluar dari
instalasi tersebut memenuhi Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Baku Mutu Air Limbah; Lampiran XLIV poin B:
Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (yang air
limbahnya mengandung B3) dan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik atau peraturan daerah setempat, yang
ditandatangani oleh direktur rumah sakit dan
diketahui  oleh  Gubernur/Bupati/Walikota
sebelum pekerjaan pembangunan dimulai;

ix. rencana peletakkan IPAL agar memperhatikan
denah tata ruang di rumah sakit untuk
memudahkan operasional, pemeliharaan, dan
keamanan; dan

X. semua air limbah rumah sakit dialirkan ke IPAL,
dan untuk air limbah dari ruang laboratorium,
laundry, dan instalasi gizi/dapur harus dilakukan
pengolahan pendahuluan (pre treatment) terlebih
dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.

(2) Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis noninsinerator
Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis noninsinerator
meliputi autoclave dengan dilengkapi  mesin
penghancur (shredden terintegrasidan microwave dengan
dilengkapi mesin penghancur (shredder terintegrasi.
Kedua jenis alat tersebut di atas harus memenubhi
persyaratan yang ditetapkan di Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-
Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 17 -21. Persyaratan
dibagi menjadi persyaratan umum dan persyaratan teknis
sebagai berikut:

(a) persyaratan umum
i. fungsi instalasi pengolahan limbah B3 medis
noninsinerator, adalah melakukan proses
sterilisasi dan penghancuran terhadap limbah B3
medis padat (infeksius) di dalam 1 chamber,
mengkonversi limbah B3 medis padat (infeksius)
menjadi limbah non B3 berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan pada Pasal 20 Ayat 7 dan 8;
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ii. teknologi instalasi pengolahan limbah B3 medis
noninsinerator telah terverifikasi dan teregistrasi
sebagai  teknologi ramah lingkungan di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

iii. perhitungan pengadaan alat pengolah limbah B3
medis noninsinerator dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan, pertimbangan operasional
dan dampak terhadap lingkungan hidup;

iv. Rumah sakit wajib melakukan pemilahan limbah
B3 medis berdasarkan jenis, kelompok, dan/fatau
karakteristik limbah B3; dan mewadahi limbah
B3 sesuai kelompok limbah B3;

v. Lokasi pengolahan limbah B3 merupakan daerah
bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau
dapat direkayasa dengan teknologi untuk
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
selanjutnya diatur dalam izin lingkungan;

vi. rumah sakit sebagai penghasil limbah B3 yang
akan melakukan pengolahan limbah B3 wajib
mengurus izin pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dan terlebih dahulu telah memiliki
izin lingkungan dari kepala dinas yang menangani
isu lingkungan hidup di daerah;

vil. air buangan dari proses pengolahan limbah B3
padat (infelksius) dialirkan ke IPAL rumah sakit,
dan IPAL rumah sakit sudah memiliki izin dari
dinas lingkungan hidup daerah setempat;

viii. rumah sakit wajib memiliki TPS limbah B3 yang
telah terdaftar dan sudah memiliki izin dari dinas
lingkungan hidup daerah setempat;

ix. penyedia alat wajib melakukan pelatihan
pengoperasian dan pemeliharaan alat bagi
petugas operator di fasyankes;

x penyedia alat wajib memberikan Standar
Operasional Prosedur [SOP) dan Standar Minimal
Pemeliharaan (SMP) alat pengolah limbah B3
dalam bahasa Indonesia;

xi. garansi alat adalah minimal 1 (satu] tahun
terhitung sejak tanggal instalasi alat; dan

xii. garansi purna jual alat adalah minimal 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal instalasi alat.

{b) Persyaratan teknis

Didalam pemilihan teknologi pengolahan limbah padat

B3 (khususnya infeksius) oleh fasyankes perlu

memperhatikan beberapa kriteria antara lain:

i. efisiensi pengolahan;

ii. pertimbangan kesehatan, keselamatan dan
lingkungan;

iii. reduksivolume dan masa (berat);

iv. jenis dan kuantitas limbah yang diolah;

. infrastruktur dan ruang [area) yang diperlukan;

vi. Dbiaya investasi dan operasional;

vil. ketersediaan  fasilitas  pembuangan atau
penimbunan akhir;
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viii. kebutuhan pelatihan untuk personil
operasional (operator);
ix. pertimbangan operasi dan perawatan;
x. lokasi dan/atau keadaan di sekitar lokasi
pengolahan
xi. akseptabilitas dari masyarakat sekitar; dan
xii. persyaratan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

(3) Freezer/Cold Storage
Freezer/Cold Storage untuk menyimpan limbah B3 medis.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2019
tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada pasal
10, bahwa penyelenggaraan pengamanan limbah B3 medis
harus dilaksanakan dan dikelola. Lamanya penyimpanan
limbah B3 wuntuk jenis limbah dengan karakteristik
infeksius, benda tajam dan patologis di rumah sakit
sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan
limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) llimbah medis kategori infeksius, patologis, benda
tajam harus disimpan pada Freezer/Cold Storage di
TPS limbah B3 berijin dengan suhu lebih kecil atau
sama dengan 0°C (nol derajat celsius) dalam waktu
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;

(b) limbah medis kategori infeksius, patologis, benda
tajam dapat disimpan pada Freezer/Cold Storage di
TPS limbah B3 berijin dengan suhu 3 sampai dengan
8°C (delapan derajat celsius) dalam waktu sampai
dengan 7 (tujuh) hari;

(c) tersedia ruangan yang cukup untuk penempatan
Freezer/Cold Storage; dan

(d) melampirkan referensi minimal 2 pembanding produk
untuk Freezer/Cold Storage, beserta DED pendukung
termasuk RAB.

(4} Bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3).

Dalam pembangunan TPS LB3 RS harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

(a) analisis komponen biaya konstruksi yang dikeluarkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat;

(b) detailed Engineering Design (DED) dan RAB;

(c) memiliki izin TPS LB3 yang dikeluarkan oleh instansi
lingkungan hidup kabupaten/kota setempat; dan

(d) persyaratan teknis mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku.

g) Prasarana listrik

Lingkup prasarana listrik sebagai berikut:

(1) generator set, untuk memberikan suplai daya listrik
pengganti/alternatif untuk alat-alat yang membutuhkan
listrik sebagai sumber powernya, saat listrik PLN padam;

(2) uninteruptible Power Supply (UPS) adalah perangkat yang
biasanya menggunakan baterai backup sebagai catudaya
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alternatif untuk dapat memberikan suplai daya tidak
terganggu untuk perangkat peralatan/elektronik yang
terpasang yvang fungsinya untuk memberikan suplai listrik
ketika tegangan utama PLN tidak berfungsi atau terjadi
pemadaman listrik tiba tiba. UPS dipasang pada daerah
pelayanan tertentu yang keandalan listriknya harus
terjamin;

3] perbaikan instalasi jaringan listrik adalah memperbaili
jaringan listrik panel tegangan rendah ke seluruh panel unit
pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk pengembangan jaringan listrik dapat dilakukan
dengan penambahan panel listrik baru dan jaringan listrik
baru;

141 pengusulan sistem instalasi dan penyambungan listrik agar
melampirkan data pendukung berupa gambar sistem
instalasi dan rencana anggaran biaya (RAB) serta analisis
biaya dari Dinas PU setempat;

13) penyediaan prasarana dilakukan dengan mengutamakan
prasarana yang tercantum di dalam e-katalog dengan
persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
sesnai standar;

(6) untuk prasarana non e-katalog, disertakan paling sedikit 2
produk pembanding harga/spesifikasi; dan

(7] acuan normatif penyediaan prasarana rumah sakit
mengacu pada:

a) Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan; dan

(b} Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Persyaratan Tekniz Bangunan, Prasarana, dan
Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.

c. Alat kesehatan
1) EKetentuan umum

a)] mengsutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

b) memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;

c) memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki
kompetensi (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam
mengoperasionalkan alat;

d) mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan yang
ada di rumah sakit berdasarkan analisis dan justifikasi
kebutuhan pelayanan yang telah disetujui oleh tenaga
kesehatan pengguna serta memperhatikan beban utilitas
peralatan;

€] kesanggupan penyediaan biaya pemeliharaan, kalibrasi dan
operasional alat yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh
kepala daerah;

f) melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK] dan RAB yang
menjelaskan justifikasi kebutuhan alat kesehatan (gambaran
kondisi eksisting dibandingkan dengan gambaran kebutuhan
pelayanan), jumlah SDM yang sesuai kompetensi pemanfaatan
alat kesehatan;

g) pemerintah daerah menyediakan BMHP untuk kebutuhan
operasional alat kezehatan dimaksud;

h) mengisi data terkini di aplikasi rumah sakit online dengan
lengkap, dan telah dilakukan walidasi oleh dinas kesehatan
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provinsi;

i) mengisi data inventarizasi alat kesehatan pada ASPAK dengan
lengkap, dan dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
provinsif kabupaten [ kota; dan

jl  melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini
dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan bersumber
APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/atau status
kalibrasi pada ASPAK.

2) Ketentuan teknis

a) peralatan dengan teknologi tinggi/canggih dan memiliki nilai
investasi tinggi, harus dibuat kajian kebutuhan (need
assesment], serta kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit;

b) alat kesehatan yang mengandung merkuri tidak diperbolehkan;

c) melaksanakan proses perizinan (konstruksi, pemanfaatan
radiasi dan penyelenggaraan pelayanan alat radiasi pengion)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) penyediaan alat kesehatan mengutamakan peralatan kesehatan
yang tercantum dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai standar;

€] untuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling sedikit 2
produk pembanding harga/spesifikasi yang sudah memiliki izin
edar; dan

fj acuan normatif penyediaan alat kesehatan yang mendukung
penguatan layanan mjukan mengacu pada:

(1} peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan

[2) peraturan Menteri Kesehatan wyang mengatur tentang
Persyaratan Teknis Banpunan, Prasarana, dan Peralatan
Kesehatan Rumah Sakit.

9. Peningkatan labkesda menuju standar BSL-2

a.

Sarana
Sarana peningkatan labkesda menuju standar BSL-2 dipergunakan
untuk pembangunan/renovasifrelokasi gedung/ruang labkesda agar
mempunyai kemampuan pemeriksaan laboratorium standar BSL-2.
1) EKetentuan umum
a) belum memiliki gedung/ruang pemeriksaan labkesda standar
BSL-2;
b) pemerintah daerah wajib menyediakan biaya operasional dan
pemeliharaan sarana (gedung/ruang) labkesda:
c) memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah tempat berdirinya
labkesda; dan
d) gedung/ruang yang dibangun/direnovasi harus memenuhi
persyaratan yang berlaku sebagai gedung/rmang sesuai dengan
standar BSL-2.
2) Ketentuan khusus
a) memiliki ruangan penerimaan dan penyimpanan sampel;
b) memiliki ruangan pemeriksaan spesimen;
c) memiliki muangan untuk penanganan limbah infeksius;
d] memiliki ruangan untuk loker;
e] memiliki ruangan penyimpanan reagen;
f) memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL):
g jalur akses kedalam gedung terbatas dan ada kamera surveilans
(ceTvy;
h) ruangan laboratorium BSL-2 yang cukup luas untuk bekerja dan
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terpizah dengan area publik dalam gedung;

i) pemisahan mangan infeksius dan non-infeksius dengan
diberikan label di setiap pintu ruangan;

jl  memiliki jendela yang tertutup rapat;

k) aliran udara searah dengan filter udara pada exhaust/HVAC
system (disarankan);

l)  memiliki penerangan vyang cukup dan lampu tidak
menggantung;

m) memiliki lantai yang kuat, tahan air, dan tidak ada celah/nat
disarankan dilapis vinil/epoxy serta tidak ada sudut antara
lantai dan dinding;

n) dinding tidak kasar, anti air dan mudah dibersihkan;

o) memiliki eye’s safety shower dan wastafel cuci tangan di dekat
pintu keluar ruangan laboratorium;

pl memiliki safety shower yang ditempatkan di lorong ruangan
laboratorium;

q] pasokan listrik yang memadai, penerangan darurat, genset yang
standby dan grounding bangunan dan alat yang sesuai standar;

r] pengolahan air yang baik antara suplai dan pembuangan, sistem
pencegahan arus balik, keran otomatis, dan disarankan
pengolahan air Reverse Osmosis (RO) untuk laboratorium;

s) gedung memiliki sistem pemadam kebakaran yang memenuhi
syarat [disarankan mengpunakan bahan pemadam api khusus
di ruangan dengan alat laboratoriumy);

t] memiliki sistem telekomunikasi/sistem interkom;

1) memiliki sistem alarm untuk keamanan; dan

v] gedung memiliki jalur evakuasi yang memenuhi syarat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja [K3).

b. Prasarana
1) prasarana listrik labkesda

a) Ketentuan umum
Lingkup prasarana listrik labkesda terdiri dari:

(1} Generator set
Generator set adalah perangkat yang memberikan suplai
daya listrik pengganti/alternatif untuk alat-alat yang
membutuhkan listrik sebagai sumber powernya, saat suplai
listrik PLN terganggu/padam; dan

[2) Uninteruptible Power Supply (UPS)

UPS adalah perangkat vang berfungsi untuk memberikan
suplai listrik ketika tegangan utama (PLN) tidak berfungsi
atan terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba, UPS
dipasang pada alat kesehatan tertentu yang keandalan
listriknya harus terjamin.

b} Ketentuan teknis prasarana listrik labkesda
(1) labkesda terzebut belum mempunyai energy alternatif

(genset/UPS) atau kapasitas genset dan UPS nya belum
mencukupi kebutuhan labkesda;

2] pemerintah daerah wajib menyediakan biaya operasional
dan pemeliharaan prasarana listrik (genset/UPS);

(3] pengadaan kebutuhan prasarana listrik (genset/UPS)
dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dengan
mempertimbangkan kebutuhan genset/UPS labkesda, serta
mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan;

(4] garansigenset/UPS minimal 1 (satu) tahun;

13 penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian
dan pemeliharaan (genset/UPS) bagi petugas labkesda serta
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memberikan Standar Operasional Prosedur (SOF); dan
6] penyedia jasa atau labkesda wajib menguras izin- izin yang
diperlukan.

2) instalasi pengolahan limbah labkesda

a)

b)

Ketentuan umum

Lingkup prasarana instalasi pengolahan limbah labkesda terdiri
dari:

(1} Imstalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

IPAL adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air

limbah dari hasil kegiatan yang menggunakan air di

labkesda (air dari ruang pelayanan/pemeriksaan, air

KM /WC, air wastafel, air dari dapur, air dari ruang cuci,

dll). IPAL harus memiliki izin pembuangan limbah cair dari

dinas yang menangani terkait lingkungan hidup

dikabupaten { kota;
[2) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3]

TPS limbah B3 adalah ruangan yang digunakan untuk

penyimpanan sementara limbah B3 di labkesda sebelum

dilakukan pengangkutan atau pengolahan limbah. TPS
limbah B3 harus memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari

dinas wyang menangani terkait lingkungan hidup di

kabupaten/kota; dan

[3) Freezer/cold storage

Freezer/ cold storage adalah tempat fwadah yang digunakan

untuk menyimpan limbah medis infeksius, patologis, dan

benda tajam pada temperatur sama dengan atau lebih kecil
dari 0°C (mol derajat celeius) sebelum dilakukan
pengangkutan limbah atau pengolahan limbah, sehingga

limbah tersebut dapat disimpan sampai dengan 90

|sembilan puluh) hari pada TPS limbah B3.

Ketentuan teknis instalasi pengolahan limbah labkesda:
(1} Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

a) labkesda tersebut belum mempunyai [PAL;

jb) pemerintah daerah wajib menyediakan biaya
operasional dan pemeliharaan prasarana IPAL;

[c) perhitungan pengadaan IPAL dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan wvolume air limbah yang akan
diolah, pertimbangan biaya operasional IPAL serta
kondisi dan letak geografis /topografi daerah;

id) kapasitas/volume IPAL disesuaikan dengan hasil
timbulan limbah cair yang bias didapat dari data
pemakaian rata-rata air bersih per hari;

je)] kapasitas/volume IPAL minimal dapat mengolah
limbah cair sebanyak 80% dari jumlah pemakaian air
bersih di labkesda;

ify effluent air limbah yang keluar dari instalasi tersebut
harus dapat memenuhi peraturan baku mutu air
limbah yang berlaku;

(g pgaransi IPAL minimal 1 (satu) tahun;

fh) penyedia jasa  wajib melakukan pelatihan
pengoperasian dan pemeliharaan IPAL bagi petugas
labkesda;

(i rencana peletakan IPAL agar memperhatikan denah
tata ruang di labkesda untuk mempermudah
operasional, pemeliharaan dan keamanan IPAL; dan
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(i) IPAL harus mempunyai alat pengukur debit pada
influent dan effluent IPAL untuk mengetahui debit
harian limbah yang dihasilkan.

(2) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3

a) labkesda tersebut belum mempunyai TPS limbah B3;

(b) pemerintah daerah wajib menyediakan biaya
operasional dan pemeliharaan prasarana TPS limbah
B3;

(c) perhitungan terhadap luasan pembangunan TPS
limbah B3 dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan
terhadap timbulan limbah B3 dan pertimbangan biaya
operasional;

(d) TPS limbah B3 dibangun pada area servis (services
area), lingkungan bebas banjir dan tidak berdekatan
dengan kegiatan pelayanan;

(e) berbentuk bangunan tertutup dilengkapi dengan
pintu, ventilasi yang cukup, sistem penghawaan
(exhaust fan), sistem saluran (drain) menuju bak
kontrol dan/atau IPAL, dan jalan akses kendaraan
angkut limbah B3;

() bangunan dibagi dalam beberapa area/ruang, seperti
ruang penyimpanan limbah B3 infeksi, ruang limbah
B3 non infeksi fase cair dan limbah B3 non infeksi fase
padat;

(g2 bangunan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan,
Alat Pemadam Api Ringan (APAR), fasilitas
penerangan;

(h) bangunan dilengkapi dengan atap bangunan dan
fasilitas keamanan dengan memasang pagar
pengaman dan gembok pengunci pintu TPS dengan
penerangan luar yang cukup serta ditempel nomor
telepon darurat seperti kantor satpam, rumah sakit,
kantor pemadam kebakaran, dan kantor polisi
terdekat;

(if TPS limbah B3 dilengkapi dengan papan bertuliskan
TPS limbah B3, tanda larangan masuk bagi yang tidak
berkepentingan, simbol B3 sesuai dengan jenis limbah
B3, dan titik koordinat lokasi TPS;

(i TPS dilengkapi dengan tempat penyimpanan Standar
Prosedur Operasional (SPO) penanganan limbah B3,
SPO kondisi darurat, dan buku pencatatan (logbook)
limbah B3;

(k) TPS dilakukan pembersihan secara periodik dan
limbah hasil pembersihan disalurkan ke jaringan pipa
pengumpul air limbah dan atau unit pengolah air
limbah (IPAL).

() bangunan TPS dilengkapi dengan stop kontak untuk
freezer/cold storage;

(m) TPS limbah B3 harus memiliki izin yang diperlukan
dari dinas terkait; dan

(n) tata cara pengolahan limbah B3 mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku.

(3) freezer/cold storage

(a) labkesda tersebut belum mempunyai freezer/cold
storage;

(b) pemerintah daerah wajib menyediakan biaya
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operasional dan pemeliharaan freezer/cold storare;

ic) pengadaan kebutuhan freezer/cold storage dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan timbulan limbah
medis dan dengan mempertimbangkan biaya
operasional serta pemeliharaan;

(d) garansi minimal 1 tahun;

le) jumlah dan kapasitas freezer/cold storage dapat
menampung limbah medis infeksius, patologis, benda
tajam sebelum dilakukan pengangkutan limbah,
pengolahan limbah, danfatau penimbunan limbah B3;

iff peletakan freezer/cold storage berada di dalam TPS
limbah B3;

lg) freezer/cold storage diberikan simbol dan label limbah
B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang ada di
dalamnya; dan

ih) freezer/cold storage memiliki temperatur sama dengan
atau lebih kecil dari 0 derajat celcius.

3] Prasarana air bersih labkesda
a) Ketentuan umum

Lingkup prasarana air bersih terdiri dari:

(1) instalasi suplai air bersih
instalasi suplai air bersih adalah pembangunan instalasi
suplai air bersih (sumur gali/sumur bor, pompa air, tandon
air, jaringan perpipaan air bersih|; dan

[2) Instalasi pengolahan air bersih
nstalasi pengolahan air bersih adalah pengadaan instalasi
untuk mengolah air yang dihasilkan oleh instalasi suplai air
bersih sehingga tercapai baku mutu air bersih sesuai
peraturan yang berlakelainu, selain itu dapat menghasilkan
air wyang digunakan untuk pemeriksaan khusus di
laboratorium (pengolahan air reverse osmosis).

b) Ketentuan teknis

(1} labkesda tersebut belum mempunyai prasarana air bersih
atau prasarana air bersih belum mencukupi kebutuhan;

[2) pemerintah daerah wajib menyediakan biaya operasional
dan pemeliharaan prsarana air bersih;

3] perhitungan pengadaan prasarana air bersih dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan air bersih, pertimbangan
operasional, serta kondisi dan letak geografis/topografi
daerah;

[4) garansi peralatan prasarana air bersih minimal 1 (satu)
tahun;

3] penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian
dan pemeliharaan bagi petugas labkesda dan memberikan
Standar Operasionnal Prosedur [SOP);

[6) pembangunan prasarana air bersih  berada pada
lingkungan labkesda; dan

(7} rencana  peletakan  prasarana air bersih  agar
memperhatikan denah tata ruang di labkesda untuk
mempermudah operasional, pemeliharaan dan keamanan.

c. Alat kesehatan
1) pemanfaatan DAK Fisik untuk penyediaan alat kesehatan
laboratorium digunakan untuk labkesda yang belum memiliki alat,
atau masih membutuhkan alat sesuai kebutuhan pelayanan;
2) pemerintah daerah wajib menyediakan biaya operasional dan
pemeliharaan alat kesehatan;
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3) penyediaan  alat kesehatan labkesda  dilakukan  dengan
mengutamakan peralatan kesehatan yang tercantum dalam e-katalog
dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai
standar; dan

4} penyediaan alat kesehatan dilakukan dengan mengutamakan
produksi dalam negeri.

10. Penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten Kota ([FK)
a. HKetentuan umum

1) pengadaan sarana dan prasarana IFK disesuaikan dengan kebutuhan
yang mengacu pada standar sarana dan prasarana di instalasi farmasi
kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;

2} pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan biaya pemeliharaan
sarana dan prasarana instalasi farmasi yang bersumber APBD,
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala
daerah;

3) pemerintah kabupaten/kota tidak diperbolehkan mengalihfungsikan
sarana dan prasarana instalasi farmasi yang diperoleh dari DAK,
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala
daerah;

4} pemerintah kabupaten/kota melakukan update data profil instalasi
farmasi melalui aplikasi sistem informasi manajemen data (SIMADA)
kefarmasian dan alat Kesehatan melalui link
http:simada. binfar. kemkes. go.id setiap triwulan; dan

5) pemerintah kabupaten/kota melakukan pengisian instrumen sesuai
dengan template penilaian instalasi farmasi kabupaten/kota yang
melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
minimal 1 tahun sekali.

b. Ketentuan teknis

1} sarana

a) penyediaan sarana dapat digunakan untuk pembangunan atau
rehahbilitasi IFK;

b} pembangunan IFK diperuntukkan bagi daerah yang belum
memiliki instalasi farmasi; merelokasi instalasi farmasi yang
sudah ada; memiliki keterbatasan lahan instalasi farmasi yang
sudah ada dengan tujuan perluasan di lahan yang berbeda
dengan instalasi farmasi yang sudah ada;

c) pemenuhan persyaratan minimal ruang instalasi farmasi sesuai
standar yang terdiri dari ruang administrasi, ruang karantina
atau area karantina, ruang penyimpanan cbat dan BMHP, ruang
penyimpanan suhu khusus, ruang penyimpanan
narkotik /psikotropik/prekursor, ruang penyimpanan BMHP
rusak dan kedaluwarsa dan ruang persiapan atau distribusi;

d] untuk pembangunan IFK, pemerintah kabupaten/kota
menyediakan lahan siap bangun mililk pemerintah
kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan
lahan atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah;

e) rehabilitasi IFK diperuntukkan bagi instalasi farmasi yang
mengalami kerusakan berat (lebih dari 70%) berdasarkan
rekomendasi dari dinas yang membidangi pekerjaan umum, luas
penyimpanan yang tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan
perluasan di lahan yang sama dengan instalasi farmasi yang
sudah ada dan belum memenuhi standar pengelolaan obat dan
BMHP; dan

f) untuk rehabilitasi IFK lahan dan bangunan instalasi farmasi
sudah merupakan aset pemerintah daerah yang dibuktikan
dengan dokumen kepemilikan aset.
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2) prasarana

a) peralatan penyimpanan: pallet plastik sebaiknya berbahan
HDPE dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan, lemari
narkotika dan psikotropika, refrigerator obat, coldbox/vaccine
carrier, rak obat, freezer vaksin;

b) perlengkapan penunjang: Generator set (Genset), AC, tangga,
trolley, thermometer ruangan, exhaust fan,
hygrometer/thermohygrometer, hand pallet/ hand forklift/ electric
pallet, alat pest control;

c) perlengkapan pengolah data printer, Uninteruptable Power
Supply (UPS) kapasitas 300-700 watt, komputer/laptop;

d) perlengkapan pengaman: pagar, teralis, alarm kebakaran, alarm
untuk mencegah terjadinya pencurian, CCTV, Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) berbahan dry chemical powder dengan berat isi 1
- 6 kg; dan

e) kendaraan operasional distribusi: kendaraan roda dua
dilengkapi dengan box perlengkapan distribusi yang terpasang
secara permanen dan terdapat tulisan “Kendaraan Operasional
Instalasi Farmasi” dengan spesifikasi kekuatan mesin 100 - 150
CE.

3.1.6. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pemerintah daerah melaksanakan DAK Fisik Bidang Kesehatan sesuai
dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK
Fisik Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kegiatan yang telah
disetujui;

2. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian
Kesehatan dan Kementerian PPN /Bappenas, pemerintah daerah dapat
melaksanakan pengadaan barang/jasa;

3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan memperhatikan
kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip
akuntabilitas dan transparansi; dan

5. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan
kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan.

3.1.7. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Meningkatkan kualitas . Meningkatkan SPA pelayanan maternal
dan akses pelayanan neonatal sesuai standar di puskesmas.
Kesehatan ibu hamil, 2. Meningkatkan SPA maternal neonatal sesuai
melahirkan dan nifas standar di RS PONEK.

3. Menyediakan UTD di kabupaten/kota

yvang belum memiliki UTD.

Mempercepat intervensi | 1. Meningkatkan ketersediaan alat antropometri
penurunan prevalensi di puskesmas hingga posyandu jejaringnya.
balita stunting 2. Menyediakan alat HB meter di puskesmas.
Meningkatkan cakupan | 1. Memastikan pemenuhan standar
deteksi dini dan ketersediaan cold chain di puskesmas.

pengendalian penyakit 2. Meningkatkan ketersediaan alat pencegahan
dan pengendalian penyakit menular dan tidak

menular.
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3. Meningkatkan ketersediaan alat sanitarian kit
di puskesmas.
4. Menyediakan alat hematology analyzer sesuai

standar,
Memperkuat pelaksanaan| 1. Membangun puskesmas baru di kecamatan
reformasi sistem tanpa puskesmas.
kesehatan 2. Meningkatkan SPA puskesmas.
3. Mengembangkan puskesms pembantu di
tingkat desa.

4. Meningkatkan SPA RS daerah sesuai standar
di wilayah spesifik.

5. Meningkatkan ketersediaan layanan unggulan
RS menuju center of excellence
a. RS Layanan Kardiovaskular;

b. RS Layanan Kanker; dan
c. RS Layanan Stroke.

6. Menyediakan RS Pratama daerah sulit dan
sangat sulit akses.

7. Memenuhi sarana prasarana dan alat
laboratorium kesehatan daerah (labkesda)
menuju standar BSL-2.

8. Penguatan instalasi farmasi melalui
penyediaan sarana dan prasana yang
mendukung manajemen pengelolaan obat dan
vaksin sesuai standar dan obat memenuhi
syarat.
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a. BIDANG PERTANIAN
6.1. Subbidang Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra
Produksi Pangan

6.1.1. Arah Kebijakan

Kebijakan Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Pertanian diarahkan untuk
pembangunan fperbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan
pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan
pangan dan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian.

.1.2. Tujuan dan Sasaran

.1.2.1. Tujuan

Meningkatkan produksi dan cadangan pangan nasional.

Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan petani.
Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan Food
Estate dan Kawasan Sentra Produksi Pangan.

W =00

.1.2.2. Sasaran

Sasaran pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian yaitu terfasilitasinya

pembangunan frenovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai dan

